
SALiNAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWATIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2O2O

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN

DANA DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
I)UTf\I I I\D ]J I T(I,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35|PMK.O7 12020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O dalam rangka
Penanrgarran Pandemi Contna Vitus Disec.se 2019 (COVID-19)
dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Terringgal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transrnigrasi
Nomor 1 I Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
tanggal 27 Apnl 202O Nomor 412.6/l7OSl4l8.24/2O2O
perihal Rencana Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor
12 Tahun 202O tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2O2O dan Berita Acara Nomor
412.6/17621418.24/2020 tanggal 30 April 2020 tentang
Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Peraturan Bupati Kediri
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman
Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur Perubahan Atas
Peraturan tsupati Kediri Nomor 12 'l'ahun 2O2O tentang'lata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa
di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalaln huruf a, perlu nrenetapkan Pelaturan Bupati Kedili
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 12
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Tel<:ris
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun
,Anggaran 2020;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Da,lam Lingkungan hopinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;

2. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor' 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor A2
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(470t.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



J

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
rylElrBtrauapr Alrcil'lruarr Ja.lrB rvrc[r uii.t la_v il.ll,ar.l I rcl cl1urrur.tuilrl
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a8s);

7. Peratrrran Pemeri:rtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebaga.imana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2O19 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan bmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 'l'ahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Postur dan Rinciari Auggarari Pendapa^r"aii dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah rlirrhah densan Peraturan Menteri Dalam Neser-i Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah(Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2018, Nomor 157);

I 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomor 1012) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, dan
Transrnigrasi Nomor 11 Tallun 2Ol9 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tal.un 2O2O {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O norr:or 3671;

12. Peraturan Menter-i Dalam Negeri Nomor- 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomor 17O0) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40 /PI[/K.O7 /2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 2O5 /PMK.O7 /2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 3841;
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O daJarn rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau
N{enghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekoncrnian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20
Nomor 377);

15. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016
tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 3O Tahun 2O16
tcntang S*.atus l{emajuan dan I(emandirian Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan l.embaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2019 Nomor 4);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2O2O
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN zuNCIAN
DANA DESA SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEXNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor
lz re1.ltulr zuzu LtrlLeurB r ir.Lrt \-ai a rctrruatlirJr ualr rtrrtLapir.rr
Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 12)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah
berikut :

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirrraksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan narna lain yang selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki
batas wilayal. yang berwenang untuk mengatur dan
mengurLrs urusan pemerintahari, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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2.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyeienggaraan pemeriniahan, peiaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3. Bencana adalal. peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan rnengg€rnggu ketridupan dan
penghidupa,"i mas5rarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alarn dan/ atau faktor non alam maupun
faktor rnanu sia sehingga rnengakibatkan tirnbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Bencana alcrn adalah bencana yang dic-Libatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gernpa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanal. longsor.

5. Bencarla- non alam ada-lal. bencana yang diakibatka:r
oleh peristiwa atau rang!<aian peristiwa nonalam
yang antara lain berupa gagal telanologi, gagal
rnodernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah
skala pen5rebaran penyakit Corona Virus Disease
(COVID-19) yang terj adi secara globat di seluruh
dunia.

7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang rnerupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan
rnasyarakat.

8. Kewenangan l,oka1 Berskala Desa adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan
oleh Desa atau marnpu dan efelrtif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa
dan prakasa masyarakat Desa.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan na:rra
lain adalah musyawarah antara Badan
Perrnu syawaratan Desa, Pemerintair Desa, dan
unsur rnasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk rnenyepakati hal yang
bersifat strategis.

1O. Perangkat Daeral. adalah unsur pernbantu kepala
Daei:air dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalaru
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yarrg
menj adi kewenangan Daerah.

11. Pernerintah Pusat yang selanjutrrya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dala:rr
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tatrun 1945.

12. Pemerintah Desa adalall Kepala Desa atau yang
disebut dengan na:rra lain dibant'r perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pernerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya ke sej ahteraarr masyarakat Desa.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan rnening!<atkan pengetahuan,
sikap, kehampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan surnber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuharr masyarakat Desa.

16. Arrggaran Pendapattrn darr Belartja Negirra yang
selanjutrrya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Rencana Perrrbangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya <lisingkat RRIM Desa aclalah
dokurnen perencanaa.rr Desa untuk periode 6 (enam)
tahun.

18. Rencana Kerj a Pemerintah Desa, yang selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah dokurnen perencanaan
Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutreya disebut APB Desa adalah rencarla
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai
dengan Dana Desa.

21. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan
karakteristik geografrs, sosiologis, antropologis,
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

22. Desa Mandiri adalah Desa rnaju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar besarnya kesejahteraan rnasyarakat Desa
dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi
secan'a berkelamj u tar r.

23. Desa Maju adatah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta
kemampuan mengelolanya untuk pening!<atan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
rnanr: sia, dan rnenanggulangi ke.rniskinan.

24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi
Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolanya seca:ra optirnal untuk peningkatan
kesejahteraan rnasyarakat Desa, kualitas hidup
manu sia dan menanggulangi kemiskinan.

25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonorni, dan ekologi tetapi
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia serta. mengalarni kerniskinan
dalam berbagai bentulmya.
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26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang rnengalarni
kererrtanan karena masalatr bencana a7ann,
goncangan ekonomi, dan konllik sosial sehingga
tidak berkemampuan mengelola potensi surnber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengaland
keniskinan dalam berbagai b entulrrrya.

27. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan
perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat
dan mernperluas usaha-usaha ekonomi yang
difoku skan pada satu produk unggulan di u"ilayah
Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola
rrelalui kerja sama antar-Desa.

28. Bantuan l,angsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya
disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk
miskin yang bersumber dari Dana Desa.

29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD
adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber
daya, tenaga kerja, upah/pendapatan sebagai upaya
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

3O. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat
IDM adalah lndeks Komposit yang dibentuk dari
Indeks Ketal.anan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Keta.Lanan Ekologi Desa.

31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk
melakukan aktili'tas pemberdayaan masyarakat
melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan
fasilitasi Desa.

32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga
profesional yang direkrut oleh Kementerian yang
bertugas pendarnpingan di tingkat Desa, Kecamatan,
Kabupaten dan Provin si.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
tlrusan pemerintal-an di bidang pembangunarr Desa
dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah
sebagai berikut:

sehingga Pasal 2 berbunl

Pasal 2

(l) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerall
Kabn paten sebagalmana diamana,tkan dalam Peratr,rran
Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.O7 /2020 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2O2O Dala:rn Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Diseo,se 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional, Bupati melakukan penyesuaian
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

(2) Penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan
s€cara merata. terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di
Kabupaten Kediri
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3. Ketentuan l,ampiran IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
datram Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dan Bupatr.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 4O7"

(empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 4O7o

(empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 2O"/o (dua

puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi peiyerapan dan capaian

kcluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima
persen) dan capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 507. (lima puluh persen);
dan
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2. laporan konvergensi pencegahan shtnting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Bupati bertanggungiawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh
Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
anglia 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (tnrdcopgl dan/atau
dokumen elektr-onik (so.ltcopy).

(7) Dokumen elektronik (sofiapgl sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 9A, yalg berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1) Dalam ha-l Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana
Desa disalurkan dengan persyalatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan tambahan
ketentuan:
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
1. bulan pertama sebesar 157" (lima belas persen),

dengan p€rsyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

2. buian kedua sebesar 157i, (iima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar l0ol" (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal
9 ayat (1);

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
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(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I
sebagei6sl4 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
a. Untuk Dana Desa yang telah diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Penyaiuran Dala Desa tahap Ii dan tahap iii

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimalsud dalam pasal 9 ayat (1);
dan

.l n^-^ n^^^ .^l^^- I l:--:^-:r--l-z. uaaJL:cL I-,Esir. Li4IraP r qrPt lut rLirtsl{ir.lI utlLut! t)tr I

Desa; dan
b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan

dolom l,rrnrr ','aL+rr Q l+iaal L."l-- Aah^^6v tu6q,
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:
a) Bulan pertama sebesar 157o (lima belas

persen), dengan persyaratan Peraturan
Kenala l)esa menqenai ncnefanen kelrraroa
penerima manfaat BLT Desa;

b) Bulan kedua sebesar l5o/o (Lima belas
persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

cl Bulan ketiga sebesar 107o (sepuluh persen).
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

(3) Dafam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dan

b. Dana Desa iahap ii diprioritaskan untuk BLT Desa.
( ) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) mapun penyaluran secara
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
\zl Lll.lilrl, lllclrL:ul(uut urlLur( rrrtrrruayir-r .DLr L/tsa,
kekurangan pembayaran BLT Desa dapat
menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 1O ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai beril<ut:

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persya-ratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1), kepata Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan
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c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 75% (T'ajuh puluh lima
persen) dan capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
dan

2. laporan konvergensi pencegahan shtnting tingkat
Desa tahun anggzrran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan setiap desa.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(a) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3).

(5) Berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4],, Bupati menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas Desa yang layak sa-lur
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala Desa menyampaikan peruba-h.an tabel referensi
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

8. Diantara Pasal l0 dan Pasal 11 disisipkan I (satu) Pasal
yaitu Pasal 1OA, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(l) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8 ayat (4), kepala
desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada bupati, dengan ketentuan:
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan rnasing-masing:
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen),

dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 107o (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan kedua;
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b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal
8 ayat (a) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
a. Untuk Dana Desa diterima belum dibelanjakan,

diatur dengan ketentuan:
I . Penyaluran Dana Desa t-ahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT
Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap buialr masing-
masing:
a) bulan pertama sebesar 157o (Iima belas

persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
nanaritrra iYr arrf. at RLT F)pca.

b) bulan kedua sebesar 75o/" (lima belas
persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga sebesar 10olo (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II
sslageirnan4 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
a. Penyaluran Dana Desa tahap Ul drlaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan
memenuhi persyaratarl penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
(4) Dala.m hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara
bulalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa,
kekurangarr pembayaran BLT Desa dapat
menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

9. Pasal 14 setelah ayat (21 ditambahkan 2 (dua ) ayat
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan prograrn dan kegiatan di bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
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(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
a. Peningkatan kualitas hidup;
b. Peningkatan kesejahteraan;
c. Penanggulangan kemiskinan; dan
d. Peningkatan pelayanan publik.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9), antara lain
berupa:
a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Vints Disease

2019 (COVID-L9); dan
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 berpedoman pada prioritas penggunaan Dana
Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A
(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Desa
kepada keluarga miskin atau tidak marnpu di Desa
sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili

di Desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu
Pra Ke{a.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b memperlimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp. 600.O0O,0O (enam ratus ribu
rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan,
dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa
dan pelaksanaal pemberian BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
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11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

{l} Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagairnana
dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (1) rneliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan,

serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar
----&-1- - ^-- ^-- -1- ^ -- t--1---!-1^^.-.rllllLrr{ pcu.ttrlurrdrl llclJtl L(ll ral r.
1 ) lingkungan pernukirnan ;
2) transportasi;
3) energi;
4) informasi dan komunikasi; dan
5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
serta pernelil.araan sarana dan prasarana
pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan,
pemulihan serta peningkatan kualitas:
i) kesehatan dan gSzr masyarakat; cian
2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
serta pemelitraraan sarana dan pras€rr€rna
ekonomi masyarakat Desa rreliputi:
1) usaha budidaya pertanian (on farrn/ off farrnl

dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil dan / atau industri

rumal.an, dan pengolahan pasca panen; dan
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (onfann/ off

farrnl d.xr/ atau perikanan berskala produktifl
meliputi aspek produksi, distribu si dan
pemasaran yang difokuskan pada
pembentukan dal pengernbangan produk
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pernbangunan, pengembangan,
serta pemeliharaan sarana dan pras€rr€rna
lingkungan alam untuk:
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alarn dan

non alam;
2) penanganan bencana alarn dan non alarn; dan
3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pernbangunan, pengembangan,
serta pemeliharaan sarana dan prasarana
lingkungan sosial untuk:
l) konflik sosial; dan
2) bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan, sarana dan prasarzrna lainnya
sebagairnana dirrraksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputu skan
rnelalui Musyawarah Desa.
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12. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

13. Ketentuan Lampiran VI huruf Q dan huruf R ayat (1) dan
l,ampiran VII huruf A angka 5 dan huruf B angka 4 ayat (21

dalam Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagairnana
tercantum dalam l,ampiran VI dan Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

14. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi
berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun
anggaran be{alan.

Pasal 17A

(l) Bencana non alam sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) hurufd merupakan bencana yang
terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti
penyebaran penyakit yang mengancam dan / atau
menirnpa warga masyarakat secara luas atau skala
besar, paling sedikit berupa:
a. Pandemi Corona Vins Disease 2019 (COVID-I9\;
b. pandemi flu burung;
e, wabah penyakit Cholera; dan,/ atam
d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-l9
sebagaitnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa
BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Keluarga miskin sebagairnana dirnaksud pada ayat
12) yarry menerima BLT-Dana Desa merupakan
keluarga yang kehilangan mata pencaharian atarr
pekerjaan, belum terdata menerirna Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menanhun/ lrronis.

(4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn l,ampiran
VI huruf Q angka 3 yang merupakan lagian tidak
t-e;pisahkan dari Pe.raturan Bupati ini.
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15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut :

rasal J ,

Ketentuan mengenai:
a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat ( 1);

b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun
an:.ggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 1O ayat (1);

d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (5);

e. format lembar konfrrmasi penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

f. format laporan penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

g. Format Laporan Pelaksanaan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9A dan 1OA,

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagtan

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupaii ini.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi
sebaeai berikut:

Pasal 40

(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan
atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran
berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua
bulan Oktober 2O2O.

(2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober
2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2O19 yang masih berada di
RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan
Juli 2020.

{4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas
data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2O15 sampai
dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa
Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir
bulan November 2O2O.
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(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil
rekonsiliasi 56legaimana dimaksud pada ayat (4) ke
RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

(6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut
melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau
Dana Begr Hasil tahun zrnggaran berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagr
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa
Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2O20.

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan
dal capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 1l - 5 - 2O2O

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 1l - 5 - 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020, NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesej ahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Ke kum

ON
Penata Tingkat I

19661125 198903 I OIO

:18

NIP
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : I8TAHUN 2020
TANGGAL :11 -5-2O2O

PEI.IYESUAIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KAEIUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2O2O

No. Kecalnatan Nama Desa Alokasi Dasar
(Rp)

Alokasi
Afirmasi

(Rpl

Alokasi Kinerja
(Rpl

Alokasi
Formula (Rp,

Pagu Dana Desa
pcr Desa (RpJ

1 Semen Bulu 65t.999.OOO 203.999.OOO 855.998.OOO

2 Semen Sidomulyo 651.999.OOO 523.435.OOO 1.175.434.O@

3 Semen Puhrubuh 651.999.OOO 321.366.OOO 973.365_OOO

4 Se.rnen Selopalgqung 651.S99.000 144-096.O00 529.159.OOO 1.325.254.O00

5 Semen Kanyoran 651.999.000 543.472.000 1.195.471.O00

6 Semen PLrhsarang 65r.999.000 274.A38.0OO 926.437.000

7 Semen Bobang 651.999-OOO 132.534.OOO 7a4.533.OOO

a Sernen Semen 65t.999.OOO 97.1 t5.OOO 749.1 t 4.OOO

Semen Titik 651.999.000 122.91 1.000 77 4.910.OOO

IO Semen Kedak 651.999.000 I8I.6AA.OOO 833.6a7.OOO

11 Semen Pagung 651.999.OOO 144.096.OOO 585.885.OOO I.381.9AO.OOO

12 Semcn Joho 651.999.OOO 440.039.OOO 1,092.038.OOO

I3 Moio Jugo 651.999.OO0 144.096.000 390.606.OOO 1.la6.70l.ooo

1.1 Moio Blimbing 651.999.OO0 1:14. 096.OOO 457.049.OOO 1.253. r44.0@

l5 Mojo Pamongan 651.999.OOO t44.O .OOO 611.161.OOO 1.407 .2#.O(n

16 Mqio Petungroto 651.999.000 r44.096.000 472.930.OOO r .269 .O2 5. O00

t7 Moto Nqetrep 651.999.OOO 453.294.OOO l.l05.293.OOO

1a Moio Ponggok 65 r_999.000 t44.0S6-OOO 445.358.OOO r.241.453.O00

t9 Moio Neadi 65t.999.OO0 370.611.OOO I.O22.6 tO.OOO

20 Moio Kranding 651.999.OO0 198.100.oo0 850.099.OO0

2l Moto Maesan 651.999.OO0 275.640.OOO 927.639.000

Mqio Kedauruns 651.999.OOO al6.a39.0oo l.468.a3a.OOO

Mqio Ploso t49.a6a.ooo 80I.867.000

24 Mojo Kraton 65 t.999.OOO 312.444.O00 964.447 .OOO

25 Mqio Tambibendo 651.999.000 274.642.OOO 926.641.000

26 MoJo Moio 651.999.OOO 144.096.000 189.0r9.OOO 985.1 t4.OOO

27 Moto Mlati 651.999.OOO 108.491-000 760.490.OOO

2A Moio Surat 651.999.OOO 144.096.OOO 324.O 12.OOO 1.124.107.OOO

Mojo Sukoanya-r 651.999.OOO 206.52a.OOO 858.527.OOO

30 Moio Keniten 65t qsq ooo 551.g06.OOO 1.203.905.OOO

31 Mojo Mondo 65r.999.000 t44.096.OOO 273.306.OOO 1.069./rOl.OOO

32 Maio Petok 65t.999.OOO 212.asa.OOO 864.857.OOO

33 Krag Setororeio 651.999.OOO 233.O21.OOO aa5.020.ooo

9

65t.999.OOO
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34 Kras Pelas 65I.999.OOO 215.167.OOO 867.166.OOO

Kras Bleber 65r.999.O00 140.293.OOO 792.292.OOO

36 Kras Bu tuh 65t.999.OOO 219.19a.OOO 871.197.000

37 Kras Jabang 65r.999.OOO 241.267.OOO 493.266.000

3a Kras Moiosari 651.999.OOO 202.156,OOO 454.155.OOO

39 Kras Reiomulyo 65 r.999.O00 195.2 t0.OOO 817.209.OOO

40 Kras Karangtalun 651.999.OOC) 205.973.000 857.972.OOO

+1 Kras Nyawangan 651.999.OOO 20a.22t.ooo 860.220-000

42 Kras Purwodadi 65r.999.OOO 247.9AO.OOO 499.979.000

43 Kras Kras 651.999.OOO 144.@6.OOO 197.O24.OOO 993.119.OOO

41 Kras Llendosari 651.999-OOO 229.6A2.OOO aa 1.6a1.ooo

45 Kras Kanigoro 651.999.O00 215.774.OOO 467.773.OOO

Kras Krandanq 651.999.OO0 282.096.OOO 934.095.OOO

17 Kras Baniaralyar 65r.999.@O 199.419.O00 851.414.OO0

4a Kras J ambean 651.999.OOO r42.O53.000 794.O52.O00

49 Ngadiluwih Tales 651.999.OOO 307.415.000 959.814.OOO

50 Ngadiluwih Seketi 651.999.OOO 165_656.0OO 417.655.OOO

5l

52

Ngadiluwih Bangt e 651.999.OOO l3 r.058.ooo

l99. t94.OOO

7a3.O57.OOO

Ngadiluwih Branggahan 651.999.000 851.l93.OOO

53 Ngadilucrih Slumbung 65L999.000 148.540.OOO 800.539.OOO

5-+ Ngadilur h Dukuh 65I.999.OOO 3r9.262.O00 q7 r.261.OOO

55 Ngadiluwih Ftrwokerto 65 r.999.OOO 190.181.OOO 842. raO.OOO

56 Ngadiluwih Neadiluwih 651.999.OOO 134.0Aa.OOO 786.Oa7.OOO

Ngadiluwih Badal 651.999.OOO 133.733.OOO 785.732.OOO

5a Ngadiluwih Badal Pandean 651.999.OOO | | 1.974_OOO 763.977.OOO

Ngadiluwih Rembang 651.999.OOO 141.643.O00 833.642.OOO

60 Ngadiluwih Rernbanqkepuh 651.999.OOO 220.643.OOO

6l Ngadiluwih Bedug 65I.999.OOO l44.O .OOO 13 r.59 r.OOO 927.6 .OOO

62 Nsadiluwih Mangunrejo 651.999.OOO 125,556.OOO 777.555.OOO

63 NP.'adiluwih Banja-rejo 65r.999.OO0 r92.a7 t.ooo 844.a70.000

64 Ngadiluwih 651.999.OOO 107.409.000 759.40a.OOO

65 Kandat Sumbe.ejo 651.999.OOO 306.O55.000 958.O54.000

€16 Kandat Selosari 651.999.OOO 292.952.OOO 944.951.OOO

67 Kandat Karangreio 651.999.OO0 353.964.OOO 1.OO5.963.O00

6a Kandat Kandat 651.999.OOO 392.250.OOO t -o44_24g.OOO

69 Kandat cendono 651.999.OOO 144.096.OOO 27 4.t53.OOO 1.o70.24a.o(n

70 Ka'ldat Ringinsa-ri 6s1.999.OOO la7.309.ooo 439.308.OOO

71 Kandat Teqalan 65r.999.000 2 r6.313.O00 864.312.OOO

Kandat Nsletih 65r.999.OOO t6a.l59.ooo 820. t5a.ooo

73 Kandat Purworejo 651.999.OOO 215.600.000 467.599.OOO

Karldat Pule 6sr.999.OOO 237.293.OOO 849.292.O00

59

872.642.OOO
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Kandat Blabak 651.999.OOO 273.519.OOO 925.518.O00

76 Kandat Ngreco 651.999.OOO 264.329.OOO 916.328.OOO

77 Duc/et 651.999.000 593.674.000 r.24s.673.O00

78 Poiok 65r.999.000 413.291.000 I .065.290. O00

79 Segaian 65r.999.000 t42.522.OOO 794_52 r .OOO

ao Cadungan 651.999.000 254.s77.OOO 906.576.OOO

al 6Sl.Sgq.ooo 95.9a1.OOO 747.980.OOO

a2 Tawang 651.999.OOO 37I.545.OOO 1 . O23. 544. OOO

a3 Jaiar 651.999.OO0 r45.62s.O00 79?.624.000

a4 Wates Tunge 65r.999.OOO 254.O97.OOO 906.096.OOO

a5 Tempurelo 65r.999.OOO l44,096.OOO 17 5.424.OOO 97l.5t9.OOO

a6 Wates Plaosan 651.999.OOO 283.361.OOO 935.360.OOO

a7 KaranEanyaa 6sl.999.OOO l5a.l la.ooo a lo.l t7.000

88 Wates Wonorejo 651.999.OOO 170-046.OOO 822.045.O00

89 Pagu 65r.999.000 334.171.000 990.170.000

90 Joho 651.999.OOO 187.968.000 839.967.000

9t Silir 651.999.OOO 146.866.OOO 798.865.000

92 Sumberagunq 651.999.OOO 326.593.O00 97a.s92.O00

93 Sidomulyo 651.999.OOO r94.172.000 850.171.OOO

94 Wates Jaoti 651.999.000 144.096.OO0 t27.a27.OOO 923.922.OOO

95 Ngancai Sempu 6s1.999.000 408.356.OOO 1.060.355.000

96 Nqancar Pandantoyo 651.999.OOO 339.640.OOO 991.639.000

97 Ngancar Marqourip 651_SSg.OOO 448.199.OOO l_ 100.194.om

9a Ngancar Bedali 651.999.OOO 465.687-000 1.117.646.OOO

99 Ngancar Kuniang 65 t.999.OOO 393,626.OOO r.045.625_O@

100 Nsancar Mangr+s 651..999.OOO 42s.182.O00

101 Ngancar Ngancar 651.999.OOO 254.824.OOO 906.823.000

102 Nganca, Sugihwaras 65r.999.OO0 221.730.OOO 873.729.OOO

lo3 Ngancar Babadan 651.999.OOO 217 .679.OOO 469.678.OOO

to4 Ngancat Jagul 651.999.OOO r56.O28.OOO 808.027.000

ro5 Puncu 651.999.OOO 633.642.OOO l.2a5.64 r.OOO

106 Puncu Asmorobanqun 651.999.000 634.406.000 1.290.405.OOO

107 Puncu ManRgis 65r.999.OOO 697.718.OOO 1.349.717 .O@

104 Puncu Sidomulyo 651.999.OOO 397.292.OOO 1.O49.291.000

109 Puncu Watuqede 651.999.OOO 326_91O_OOO 978.909.OOO

110 Cadungan 651.999.OOO 678.aaO.OOO r.330.479.OOO

111 Puncu 65I.999.OOO 672.609.OOO I.324.60a.OOO

112 Puncu Satak 65 r.999.O00 290327.OOO 942.326.OOO

113 Plosoklaten condan8 65t.999.OOO 272.222.OOO 924.22t.OOO

114 Plosoklaten Kayunan 651.999.OOO 253.532.OOO 905.531.000

Plosoklaten Panjer 651-q99.OOO r09.493.000 76r.492.OOO

173. t83.OOO

115
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l16 Plosoklaten Jarak 651.999.OOO .+31.792.OO0 1.OA3.79l.OOO

tt7 PlosoLlaten Ploso Kidul 651_SSg.OOO 219.203.OOO a7 t.202.ooo

Plosoklaten Ploso Lor 651.999.O00 25a.69a-OOO 910.697.000

119 Plosoklaten Brenggolo 651.999.O00 144.0S6.OOO 2t3.2la.OOO I . OO9.3 13.OOO

t20 Plosoklaten Donganti 65r.999.OOO I15.405.OOO 767.404.OOO

t2l Plosoklaten Kawedusan 651.999.OOO 204.349.OOO 856.344.O00

Plosoklaten Klanderan 65 t.ggc.ooo r55.5S5.OOO ao7.5s4.ooo

t23 Plosoklaten Puniul 651.999.OOO 379.574.OOO L03l.577.OOO

t21 Plosoklaten Pranqqanq 651.999.OO0 361.660.OO0 r.or3.659.O00

t25 Plasoklaten Sumberagung 651.999.OOO 144.O96.OOO 593.765.OOO 1.349.460.OOO

t26 Plosoldaten wonolejo 1'nsulo 651.999.OOO 577 .347.OOO I .229 .346. OO\)

t27 Plosoklaten Sepawon 651.999.OOO 1a 1.634.OOO s2.696.OOO I . 396 .329. O00

r2a Gurah Nelumbane 651.999.OOO 204.795.000 a56.794.OOO

Gurah Blimbins 651.999.000 l20.oo l.ooo 772.OO0.000

r30 Curah Nqasem 651.999.O00 154.334.OOO 806.333.000

t3 t curah Bogem 651-999.000 197.389.OOO a49.3aa.ooo

Curah KranEtqan 651.999.000 93.811.OOO 745.410.OOO

!33 Gurah Turus

cabru

651.999.OOO

651.999.OOO

laa.094.ooo

143.637.OOO

a40.093.ooo

795.636.000Gurah

135 Gura}l 651.999.OOO 300.224.ooo 952.227.OOO

136 Curah BanRkok 651.999.OOO 224.49r].OOO 876.489.OOO

r37 Curah C urah 65 r.999.OOO 103.464.OOO 7SS-.163-OOO

t3a curah Banyuanyar: 651-999.000 222.321.OOO 474.320.000

139 Gurah Besuk 65r.999.OOO r 52.771.000 ao4.770.000

140 Guralr sum bercangkring 651.999.OOO 144.096.OOO t7a. t44.ooo s74_239.OOO

I4l Gurah sukoreio 651.999.OOO 110.006.OOO 762.OO5.OOO

t42 Gura}l Kerkep 65l.ggq-ooo 65.260.OOO 7 t7.259.OOO

143 Curah cempolan 651.999.OOO l1l.974.OOO 763.973.OOO

14.1 curah Tambakreio 65r.999.O00 r29.OO 1.OOO 7A1.OOO.OO0

145 Curah Tiru Kidul 651.999,OOO 224.99t.OOO 876.990.OOO

t46 Ourah Tiru Lor 651.999.OOO 404.419.OOO 1,056.4r8.OOO

t47 Gurah Cayam 65r.999.000 150. r84.000 402. r47.000

l.r8 Curah Adan-adan 651.999.OOO 241.929.OOO a93.92a.OCIO

149 Pagu Bulupasar 651_S9S.OOO ta7.4a2.ooo a39.4al.ooo

150 Pasu 651.999.OOO 144.096.OOO r33.582.000 929.677.OOO

151 Pagu Kambingan 651.999.OOO 127.4aA.OOO 779.447.OOO

152 Pagu Taniune 651.999.OOO 249-162.OOO 90]' 161.OOO

Pasu 651.999.OO0 79.234.000 73t.237.OOO

154 Pasu Menang 651.99S-OOO r 59.865.OOO 8r r.864.000

155 Pasu Tenqser Kidul 651.999.OOO 147.071.OOO 799.O7.)_OOO

156 Pagu SemandinE 65r.999.OOO 168.732.OO0 820.7s r.oo0

lla

r53
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157 Pagu Sitimerto 65I.S99.OOO I l3.l62.OOO 765.161.OO0

r58 Paqu Pagu 6sr.999.O00 159.212.OOO 81 l.2l 1-OOO

159 Pagu 651.999.OOO 103.448.000 755.a47.O00

160 Pagu Semen 651.999.OOO 169.888.000 821.887.000

161 Pagu Jagung 651.999.OOO 158.144,000 a 1o.143.000

r62 Gampengreio Jongbiru 651.999.OOO 120.200.000 772.199.OOO

163 Oampedgrejo Putih 651.999.OOO s4.390.O00 746.389.O00

164 Gampengreio Sambirejo 6s 1-999.000 255.A42.OOO 907.841.OOO

165 Gampengreio Kepuhreio 6s 1_999.000 l18.062.OOO 770.061.O00

166 Campengreio Kalibelo 651.999.OOO 113.031.OO0 765.030.OOO

167 Gampenqreto Plosorejo 651.999.OOO 123.A62.OOO 775.861.OOO

164 campengreio Turus 65r.999.OO0 118.954.OOO 770.953.OOO

169 Gampenerejo Sambiresik 651.999.OO0 169.016.OOO 821.015.000

170 Gampenqreio Garnpeng 651.999.OO0 120.329.OOO 772.32A.OOO

171 Gampengreio Ngebrak 65 r.999.000 167.a52.000 819.451.O00

172 Gampengreio WanenApateo 651.999.OOO 147 .976.OOO 799.975.OOO

1.73 Grogol Kalipang 65 r.999.OO0 525.210.000 \ . 177 .209 .OOO

174

175

_GlgSol

crogol

Grogol 651.999.OOO

651.999.OOO

144.096.000 3a1.a35.OOO

299.415.OOO

L 177.930.OOO

Cerme 95l.a14.OOO

176 crogol 651.999.OOO 55.025.OOO 707.O24.OOO

Crogol sonorejo 651.999.OOO 462.81a.OOO 1.114.8r7.O@

178 Grogol Dateogall 651.999.OOO 268.5 r S.OO0 920.514.000

179 Grogol Sumbereio 65r.999.O00 243.622.OOO a95.62l.OOO

180 Grogol cambyok 651.999.OOO 188.O45.000 a40.o44.ooo

181 oiogol Bakalan 651.999.OOO 30a.9aa.ooo 960.987,OOO

142 Papar Purwotengai 651.999.OOO 174.166.OOO 426.165.000

143 Papar Kwaron 651.999.OOO 96.aA5.OOO 74a.AA4.OOO

la4 Papar MinAeiran 651.999.000 129.586.000 7a I.5a5.OOO

ra5 Papar Pehkulon 651.999.OOO 2(](].als2.ooo a52.091.OOO

146 Papar Pehwetan 65r.999.000 r50.a67.ooo 402.866_O00

ra7 Papar Dawuhan Kidul 651.999.000 r44.096.000 l92.O53.OOO 944.148.O00

1aa Papar Janti 651.999.OOO 149.407.000 841.406.000

149 Papar Ngarnpel 651.999.OOO 226.417 .OOO 878.al6.OOO

190 Papar l(edungrnalang 651.999.OOO 124.373.OOO 776.372.OOO

191 Papar Jambangan 651.999.OOO 146.326.000 798.325.OOO

192 Papai Maduretno 651.999.OOO 109.697.OOO 76 ). .696 .OOO

193 Papar Papar 65l.Sgg_ooo 142.311-OOO 434.310.OOO

194 Papar Tanon 651.999-OOO 146.154.000 798.153.OOO

195 Papar Srikaton 651.999.000 113.299.000 765.29a.OOO

196 Papar Kepuh 651.S99.OOO t78.9l8.OOO a30.qt7 000

197 Papar Sukomoro 651.999.OOO 144.096.000 t2a.725.OOO 924.820.000

Bendo
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194 Papar Puhiaia. 651.999.O00 126.154.OO0 778.I53.OOO

199 Purwoasri Jantok 651.999.O00 158.862.OO0 410-861.O00

200 Purwoas Pesing 651.999.OOO 176.905.OOO 828.904.OOO

201 Purwoasri Mranggen 65r.99S.OOO 96.746.OOO 744.78s.O00

202 Pur-woasri 651.999.OOO 93.757.O00 745-756.OOO

203 Purwoasri Wonotengah 651.999.OOO r38.550.O00 790.549.OOO

20rr Purwoasri Ketas/ang 651.999.OOO r49.767.OOO 801.766.OOO

205 Purwoasri Belor 65r.999.OO0 t55.OO5.OOO ao7.004.o00

206 Puawoasri Blawe 651.9S9.000 l32.6Ia.OOO 7a4.617.O00

651.999.OOO l25.095.OOO 777.O94.OOO

204 I,urwodadi 651.999.OOO 169.33S.OOO a2l.334.OOO

2A) Purwoasri Bulu 65l.g9g_ooo 247.As2.OOO 899.851.O00

2to Purwoasri Tugu 651.999.OO0 208.566.OOO 860.565.OOO

2tt Sidomulyo 651.999.OOO 119.316.000 77 r.315.000

Purwoasri Klarnpitarl 651.999.000 249.236.OOO 861.235.OO0

2t3 Purwoasri 651.999.OOO 214.141.OOO 866.140.OOO

214 Purwoasri Mufleng 6s1.999_OOO 177.179.OOO 829.17a.OOO

215

Purwoasri

Merioyo

Mekikis

651.999.OOO 154.730.OOO 806.729.OOO

831.O32.OOO216 651.999.OOO 179.033.O00

217 Purwoasri Karanpal<is 651.999.0O0 201.719.OO0 4s3.714.000

214 Purwoasri Dayu 65r.999.000 r21.662.OOO 773.661.OOO

219 Purwoasri DarEuhan 651.999.OOO 309.259.OOO 96r.2sB.OOO

220 Purwoasri Kempleng 65 t.999.OOO 202.79A.OOO 854.797.OOO

221 Purqroasri Sumberio 651.999.OOO 144.397.OOO 836.396.OOO

,4, Plemahan Langenhaiio r32.033.000 7a4.O32.OOO

Plemahan Tegowangi 651.999.OOO 2e4.967.OOO 936.966.OOO

Plemahan hrhiarak 65r.999.O00 222.O42.OOO a74.041.OOO

225 Plemahan Meiono 651.999.OOO 175.469.OO0 a27.46a.OOO

226 Plemahan Payarnafl 65r.999.OOO t44.096.000 1aa.167.OOO 944.262.OOO

Plemahan Boeokidul 651.999.OOO 110.664.000 762_667.OOO

Piemahan Kayen l,or 651.999.000 I08,371.OOO 760.370.OOO

229 Wonokerto 65 r.999.000 r06.873.OOO 758.A72.O00

230 Plemahan Ngrno 651.999.OOO 205.586.000 a57.5A5.OOO

23t Plemahan Sebet 651.999.OOO t36.177.OOO 7AA.476.OOO

232 Plemahan Banjaieio 651.999.OOO l44.096.OOO 197.413.OOO 993.508.000

233 Plemahan Sidowarek 651.999.OOO 364.456.OOO 1.020.455.OOO

234 Plemalan Rineinpitu 651.999.OOO 140.347.OOO 792.3A6.OOO

Plemahan Sukohario 2a6.533.O00 938.532.000

236 Plemaha.rl Moioayu 651_999.OOO 134.207.000 790.206.OOO

237 Plemal an Plemaian 651.999.OOO 144.096.000 220.372.OOO 1 . O 16. 467. OOO

23a Plemahan Moiokerep 651.999.000 189.304.000 8+1.303.OOO

651.999.OOO

651.999.OOO
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Pare Sidoreio 651.999.O00 290.599.OOO 942.59a.OOO

240 Pare Sanbirejo 651.999.O00 390.728.OOO 1.042.727 .OOO

241 GedangsevJu 651.999-OOO 144.096.OOO 725.aOO.OOO 1_521.a95-r}0r)

242 Sumberbendo 65r.999.O00 281.190.OOO 933.189.000

243 Pare Dar-unpan 6s1.999.000 211.463.OOO 863.462_OOO

244 Bendo 651.999.000 r48.892.OO0 800.891.OOO

245 Pelem 6sl.999.OOC) 296.754.OOO 948.753.O00

246 Pare Tulungreio 6.5l.Sgg_ooo 346.107.000 998.106.OOO

247 Pare Tertek 651.999.OOO 463.775.OOO 1.115.774.O00

244 Kepunq Kebonreio 651.999.OOO 415.700.OOO 1.067.6S9.OOO

219 Kepung Kampungbaru 651,999_OOO 514.263.OOO 1. t66.262.OOO

250 Kepung Besowo 651.999.OOO 695.897.O00

KepunR Siman 651.999.OOO 494.451.000 1.150.450.OOO

Kepuna Brurnbung 651.999.000 314.762.OOO 966.761.OOO

253 Kepung Kepung 651.999.OOO 782.381.000 r.434.380.000

254 Kepung Krenceng 651.999.OOO l44.096.OOO 617.083.OOO 1.413.174.OOO

255 Kepung Kencong 651.999.OOO 395.250.OOO 1.047 .249.OOO

2* Kepung

Kepung

Keline 651.999.OOO

651.999.OOO

453.2a9.OOO

46a.5a9.OOO

L105.2aa.O00

1.120.588.O00257 Damarv,ru lan

258 Kandangan Kemiri 651.999.000 118.26a.OOO 770.267.OOO

259 Kandangan Klalnpisan 651.999.000 403.349.OOO 1.055.34a.OOO

260 Kandaflgan Karangtelgah 651.999.OOO 447.346.4JO 1.O99.345.O@

261 Karrdangarr Kasreman 651.999.OOO 167.249.OOO 419.248.O00

262 Kandangan Jerukwanei 651.999.OOO 153.8a4.000 ao5.aa3.ooo

263 Karrdajlgan Jerukgulung 651.999.O00 23t,929.OOO aa3.92A.OOO

264 Kandangan Jlumbang 651.999.OOO 97.461.OOO 749.460.OOO

265 Ka-odangan Bukur t25.a55.OOO 777.aS4.OOO

266 Kandangan Kandangan 651.999.OOO 417.998.OOO 1.069.997.000

267 Kandaigar Banaran 6s1.999.OOO 290.543.000 942.5a2.OOO

264 Kandangan Mlancu 651.999-OOO 324-630.OOO 980.629.OOO

269 Kandangan Medowo 651.999.OOO 922.495.OOO

270 Tarokan Kalirong 651.999.OOO 144.096.000 35a.SA4.OOO 1. r55.079.O00

271 Tarokan Kaliboto 651.999.OOO 838.020.OOO 1.490.O19.OO0

272 Tarokan Bulusari 651.999.OOO 1.I63.A7a.OOO 1.415-477.O00

Tarokan Tarokan 65r.999.OOO 144.096.OOO 1.671.120.000 2.467.215.4OO

271 Tarokan Kedungsar_i 65r.q99.OOO 43a.a15.OOO 1.090.414.OOO

275 Tarokan Sumberduren 651.999.OOO 141.634.OOO 313.871.OOO 1.147.504.OOO

276 Tarokan Kerep 651.999.000 238.143.000 890.1a2.O00

277 Tarokan Blimbing 651.999.OOO 309.987.OO0

27a Ta-rokan J ati 651.999.OOO 144.096.000 347.262.000 1.143.357.OOO

Cengkok 651.999.OOO 239.494.000 491.493.000

1 .3 47.896. OOO

651.999.OOO

270.496.OOO

961.946.OOO
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2AO Kunianq Kuwik 651.999.OOO 254.449.000 9lo.8a8.ooo

2ar Kuniang Balongieruk 651.999.000 157.660.OOO a09.659.OOO

242 Kunjang Kapas 651.999.OOO 166.993.OOO a 14.992.000

Kuniang Klepek 65 r.999.000 t7 |.729.OOO a23.72A.OOO

244 Kuniang Kuniang 65t-qgS.OOO 154.1 t2.OOO 806.11 1.000

245 Kunjang Kapi 65I.999.OOO 1q5.957.OOO 447.956.OOO

2ts Kuniane Te-ngger lrr 651.999.OOO 218.069.OOO 870.068.O00

247 Kuniang Wonoreio 651.999.000 114.602.000 766-60r-OOO

2a8 KunianR Dungus 651.999.000 225.A42.OOO a77.84l.OOO

249 Kuniang 651.999.OOO 249.447.OOO 90t.446.OOO

29/J Kunjang Pakis 651.999.OOO r 44.096.O00 172.565.OOO 96a.66O.OOO

8r Kuniang Parelor 651.999.000 172.994.OOO 824.993.OOO

BanyakaJl Banyakan 651.999.OOO 144.096.OOO 223.O24.OOO 1.O19.119.000

293 Banyakan Jatireio 651.999.OOO 384.315.000 t.o40.314.OOO

294 Banyakarr Manyaran 651.999.000 181.634.OO0 375.044.000 r.208.677.O00

295 Banyakan Tiron 6s1.999.000 863.026.OOO r .5 1 s.02 5. O00

296 Banyakan Par-ang 651.999.000 771.979.OOO 1.423.97a.OOO

297 Banyakan .l

Maron

651-999.OOO

651.999.000

144.655.000 aoo.654.ooo

294 Banyakan 17s-392.000 a27.39r.OOO

299 Banyakan Ngablak 651.999.OOO 181.634.000 248.341.000 I .121 .97 4 .OOO

300 Banyakan Jabon 65I.999.OOO 159.868.000 al l.867.000

301 Ringinreio Ringin.eio 65 r.999.OOO 3 r 7.161.OOO 969_160.000

302 Ringinreio Batuaji 651.999.000 4 r5.ao9.ooo 1.067.aoa.OOO

303 Ringinreio Deyeng 651.999.OOO 550-800.000 t.202.799.O@

304 Ringinrejo Dawung 651.999.@O 474.339.OOO 1.126.334.OOO

305 Ringinreio Purw'odadi 651-999.OOO t 44.096.OOO 27A.612.OOO 1.o74.707.OOO

306 Ringinreio Sambi 651.999.000 232.s14.000 484.513.000

307 Ringinreio susuhbango 65I.999.OOO 2I4.a31.OOO 466.430.000

30a Ringinleio Selodono 651.999.OOO 1.031.o43.o00

309 Ringinreio Nambakan 6s1.999.000 264.146.000 920.I85.OOO

3lo Ringinrejo Srikaton 651.999.O00 246.448.000 934.447.000

3lt Rinainreio Jemekan 651.999.000 336.567.OOO 988.566.OOO

312 Kayen Kidul Baye 65r.999.OOO r57.374.OOO a09.373.OOO

313 Kayen Kidul Bangsongan 6sr.999.OO0 r4 r.s22.ooo 793.s2 r.O00

314 Kayen Kidul Senden 65r.999.OOO 166.375.OOO a1a.374.OOO

315 IGyen Kidul Sain birobyong 651.999.OOO r56.541.OOO 808.540.OOO

Kayen Kidul Mukuh 651.999.OOO 220.772.OOO 872.77 t.OOO

3t7 Kayen Kidul Sukohario 651.999.OOO 210.885.OOO 862.884.O00

3 ta Kayen Kidul Jambu 651.999.OOO 211.419_OOO 863.4la.OOO

3t9 Kayen Kidul Sekaran 651.999.000 203.814.000 a5s.a13.o00

320 Kayen Kidul Padarrgan 651.999.000 200.547.000 852.546.000

379.O44.OOO
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321 Kayen Kidul Nangtqungan 651.999.OOO 134.399.OOO 746.398.OOO

322 Kayen Kidul Semambunq 651.999.OOO 92.776.OOO 744.775.OAO

Kaye$ Kidul Kayen Kidul 651.999.OOO 225.9a2.OOO 477.981.OOO

324 Ngasem Tugureio 65r.999.OOO 144.096.000 177.4a3.OOO 973.578.000

Ngasem Sumbereio 6s1.999.OO0 155.849.OOO 4o7.448.o00

326 Ngasem Pa.ron 65i.999.OOO tto.774.ooo 762.773.OOO

327 NgaserD Gogorante 651.999.OOO 1 11.006_OOO 763.OO5.OOO

324 Ngasem Doko 6s 1.999.OOO 96.239.O00 748.238.000

s29 Ngasem Sukoreio 6s r.999.000 t 18.510.OOO 770.509.OO0

330 Nsasem Ngasem 651.999.OOO 139.400.OOO 791.399.OOO

NgaserD Ka-rangreio 651.999_OOO 239.729_OOO 491.728.OOO

332 Ngasem Kwadungan 651.999.OOO 157.969.OOO 809.96a.OOO

Nqasem Nambaan 651.999.OOO 146.604.OOO 798.603.O00

334 Ngasem Toyoresmi 651.qgC.OOO 143.541.000 79s.640.000

335 Ngasem 6s1.999.000 10s.344.000 755.343.OOO

Badas CanRqu 6s1.999.OOO 315.179.000 967.17a.OOO

337 Lamong 651.999.000 290.900.ooo 942.499.OOO

334 Badas Bringin 651.999.OOO 259.730.OOO 9 71.729.OOO

339 Badas Sekoto 651.999.000 265_A73.OOO 917.872.OOO

340 Badas Tunglur 651.999.OOO 334.413.000 946.812.OOO

341 Badas Krecek 651.999.OOO 609.815.OOO 1.261.814.OOO

342 Badas Blaru 651.999.000 316.7a 1.OOO 96a.780.OO0

343 Badas Badas 651.999.000 1.O23.519.OOO

JUMI.AH TOTAL 223 .635_657 _OOO 726.s36.OO0 4 .899 .264 .O(n 49.91.1.387.@O 3 t9.175.844.OOO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesej ahteraan Rakyat
u

PIt, KC r.rkum

Badas

37I.520.OOO

BUPATI KEDIRI
ttd

HARYANTI SUTRISNO

SUWONO
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1010
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LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 18TAHUN 2020
TANGGAL : 11- 5 - 2O2O

SISTEMATIKA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA TAHUN 2O2O

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA
TUNAI DESA

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUN?'/Nq

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
F. PENGEMBANGAN KE.TAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
G. PENCEGAHAN PET.IYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN CELAP

NARKOBA
H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI
J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN

PERDESAAN
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA

BERSAMA
L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA
P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN

ADAPTASI

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN/ATAU NON
ALAM

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NON
ALAM

S. SISTEM INFORMASI DESA
T. PENGEMBANGAN KBTERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN

DESA
U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA
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CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA TAHUN 2O2O

A.PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA
TUNAI DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat
kar5ra tunai di Desa. Padat kar5ra tunai di Desa rnerupakan kegiatan
pemberdayaan keluarga nriskin, pengangguran, dan keluarga
dengan balita gtzr buruk yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan telmologi lokal
dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan
dan rnenurunkan angka stunting.
1. Padat Kar5ra Tunai Desa adalah :

a. diprioritaskan bagi:
1) anggota keluarga miskin;
2) penganggur;
3) setengah penganggur; dan

b. anggota keluarga dengan balita gzi buruk dan/atau
kekurangan gizi Lronis (sfimting);

c. memberikan kesempatan kerja sernentara;
d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan

pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang
lama;

e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagran upah
dibangun secara partisipatif dalarn musyawarah Desa;

f. berdasarkan renca.na kerja yang disusun sendiri oleh Desa
sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaarl
atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis
pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Padat Kar5ra Ttrnai Desa
a. menyediakan lapangan kerja bagl penganggur, setengah

penganggur, keluarga rniskin, dan keluarga dengan bafita gizi
buruk dan / atau kekurangan gizi kronis (stunting);

b.menguatkan rasa kebersarnaan, keswadayaan, gotong-royong
dan partisipasi masyarakat;

c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optirnal;
d. meningkatkan produlrtivitas, pendapatan dan daya beli

masyarakat Desa; dan
e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga

miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan / atan
kekurangan gizi kronis (stunting).

3. Dampak
a. terjangkaunya {aksesibilitas) rnasyarakat Desa terhadap

pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;

b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
e. turunrrya arus rrrigrasi dan urbanisasi.

4. Sifat kegiatan Padat Kar5ra T\rnai Desa
a. swakelola:

l)kegiatan padat kar5ra tunai di Desa dilaksanakan rnelalui
mekanisme swakelola;



2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak
dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak
sederhana dengan penyedia barang dan /atau jasa.

b. mengutarnakan tenaga ke4'a dan material lokal Desa yang
berasal dari Desa setempat, sehingga marnpu menyerap tenaga
kerja lokal dan rneningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. Upah tenaga kerl'a dibayarkan secara langsung secara harian,
dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara
mingguarr.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap
tenaga kerja/padat kar5za dalarrr jumlah besan:
a. rehabilitasi irigasi Desa;
b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
c. pembersihan daerah alirarr sungai;
d. pembangunan jalan rabat beton;
e. pembangunan tembok penahan tanah / talud;
f. pernbangunan embung Desa;
g. penanaman hutan Desa;
h. penghijaual lereng pegunungan;
i. pembasmian hama tiku s;

B.PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STNTINq
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat
kekurangan gizi lconis terutama pada 1.OOO Hari Pertama Kehidupan
(HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh
kurangnya asup€u1 gjzr yarrrg berulang, infeksi berulang, dan pola
asuh yang tidak memadai terutarrra dalane 1.OOO HPK. Anak
tergolong shtnting apabila lebih pendek dari standar umur anak
sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat
pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/ atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta.) yang
mengalami shtnting akan mem.il,iki tingkat kecerdasan tidak
maksirnal, mer{adikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit
dan di masa depan dapat beresiko pada merrurunnya tingkat
produktivitas. Pada akhirnya secara luas sfunting akan dapat
mengtrambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kerniskinan
dan memperlebar ketirnpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan
sebagai berikut:
1 praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa

keharnilan, layanan kesetratan untuk Balita/ Baduta dan
pembelajaran dini yang berkua.litas;

3. masil. kurangnya akses rumah tangga / keluarga ke rnakanan
bergizi;dan

4. berkurangrrya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani
kekurangan gizi kronis (shtntingfi melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pelayanan Peningkatan Gi Keluarga di Posyandu berupa

kegiatan:
a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

29
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b. penyediaan rnakanan bergizi untuk ibu men5rusui dan anak
usia O-6 bulan; dan

c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu men5rusui dan anak
usia 7-23 bulan; dan

d. penyediaan rnakanan bergr.i untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban

keluarga);
4. pen5ruluhan konsurrsi masyarakat terhadap pangan sehat dan

bergjzr;
5. rnenyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga

Berencana (KB);
6. pen5ruIuhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang

tua;
7. pen5ruluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,

serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan palgan dan gizi di Desa;

10. pelayanan kesehatan ling!<ungan (seperti penataan air lirnbah);
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan

untuk ibu ha'nil, nifas dan men5rusui, keluarganya dalarn
merawat anak dan lansia;

12. pen5ruluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan
neonatal;

13.pen5ruluhan pemberian irnunisasi, stirnulasi perkembangan
anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;

14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga;

15. pelatihan kader kesehatarr masyarakat untuk gizi, kesehatan, air
bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stirnulasi, pola konsumsi
dan lainnya;

16. pelatihan kader untuk neelakukan pendampingan dalam
memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stirnulasi
anak, cara menggosok ggl, dan cuci tangan pakai sabun untuk
1OOO hari pertama kehidupan;

C.PENGEMBANGANANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (21 Perpres No. 6O

Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah
upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beregarn
dan saling terkait seca!:a sirlultan, sistematis, dan terintegr:asi.
PAUD HI merupakan bentuk komitrnen Pemerintah dalam menjamin
terpenuhinya hak tumbuh kerrbang anak usia dini dalam hal
pendidikan, kesehatan, Cj,z|, perawatan, pengasuhan, serta
perlindungan dan kes,ejahteraan dilaksanakan secara sirnultan,
sistematis, rrenyeluruh terintegrasi, dan berkesinannbungan untuk
mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai
generasi rnasa depan yang berkualitas dankompetitif.
PAUD HI dilaksanakan di I-embaga-lembaga PAUD baik Taman
Kanak-Kanak, Kelornpok Bermain, Tarnan Penitipan Anak, dan
Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6
tahun.
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l,ernbaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi
program PAUD HI rrrernerlukarr pembinaan dari Dinas Kesehatan,
Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor
Uru san Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat
daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan
mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan
parenting, dilakukan dengan cara :

a.lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk
penirnbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi
badan anak setiap bulan;

b. pemberian rrrakanan tarnbahan;
c. pemberian vitarnin A untuk anak dilanjutkan perternuan

parenting dengan orang tua anak;
d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat

untuk dilakukan penirnbangan berat badan anak dan
pengukuran panj ang/ tinggi badan anak setiap bulan.

e. kegiatan parenting dilaksanakan di kmbaga PAUD pada waktur
yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. stirnulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di

Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penirnbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan

anak anak oleh guru PAUD;
3. pemberian irnunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pernantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh nara$umber dari berbagai ahli sesuai

dengan topik yang dibahas (kesehatan, gi-zi, pengasuhan, tumbuh
kernbang anak, perlindungan anak, kesejahteraan,
pengernbangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan,
PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan
w€rung hidup. dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif marnpu
rnencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan
mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6
tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok
besar sesuai dengan usia anak:
1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia

lahir-2tahun;dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah

kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksamaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk
rnernbiayai kegiatan sebagai berikut:

l. rak untuk tempat mainan anak;
2. rnainan untuk anak O-2 tahun untuk mendukung sensitivita.s

indera, motorik bal.asa, dan sosia-l-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak O-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
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8. buku penlantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen
dari Pusat);

9. Kegiatan parenting untuk ibu harnil dan ibu anak usia O-6
tahun;

i0. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang
dibahas dalam parenting;

1 1. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan;
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6

tahun sebailoeya diupayakan memanfaatkan sumber makanan
lokal yang ada di Desa dengan pealgaturara pernberian sebagai
berikut:
a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan

setiap kegiatan (minirnal 2 kali dalam sebulan); dan
b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan

minirnal 2 kali dalam serninggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dam anak

(dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
a. sumber air bersih;
b. pembuangan lirnbah yang benar; dan
c. sa.nitasi.

14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di

luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai @ukan terbuat dari

plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D.PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
Pelaksanaan keannanan pangarr harus dimulai dari indiwidu,

keluarga., hingga masyarakat, te.rmasuk di perdesaan, Oleh karena
itu, masyarakat Desa harus merringkatkan kemandirian dalam
menjamin pemenuhan kebututran pangan yang aman. Untuk
meningkatkan kemandirian rnasyarakat Desa perlu dilaksanakan
kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan
keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
I. Pembentukan dan Pelatihan Kader Kearnanan Pangan Desa

(KKPD) yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader
Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll.
KKPD bertugas untuk melakukan:
a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan

cara produksi pangan yang baik; dan
c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu

pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
2. Sosieli srasi keamanan pangan kepada rnasyarakat dan pelaku

usaha pangan. Sasaran sosialisasi anta.ra lain:
a. ibu rumah tangga;
b. anak-anak, pemuda,dll ;

c. pelaku usaha pangarl:
1) industri rumah tangga pangan;
2) kelompok usatra bersama;
3) pedagang kreatif lapangan; dan
4) penjaja pangan di kantin sekolah/ sentra kuliner, dll;
5) pelaku usaha (warung/ toko / rrini market/pasar) di Desa.
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3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara
produksi pangan yang baik dalarn rangka memperoleh izin edar
dari Badan POM / Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Serffikat Higiene Sanitasi
dari Dinas Kesehatan.

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan
yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pernbelian
sampel darr rapid test kitl.

5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster,
Ieaflet, spanduk.

E.PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribu si
terhadap peningkatan kerrr4iuan Desa. Pendidikan akan
menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan
ketrampilan, dapat menj adi agen perubahan untuk pembangunan
Desa yang lebih baik. Keberlaljutan dan jarninan pendidikan untuk
anak di Desa merupakan pendorong utanna untuk peningkatan
ke sej ahteraan Desa.

Dana Deea dapat digunakan untuk mendukung kegiatan
pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar
PAUDyang ditetapkan oleh Kementerian/kmbaga/Dinas.
Pernbangunanr/ Rehabilitasi diutarnakan bagr Desa yang belurn
tersedia layanan PAUD.

2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/
TK / TPA/ TKA/ TPQ / Madrasah non-formal rni I ik Desa;

3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman berrnain, taman
bacaan rnasyarakat, tarnan belajar keagannaam bagi anak-anak,
alat bermain tradi sional anak usia dini.

4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK /TPA/TKA /TPQ/guru
tarnan belajar keagamaan, ta:nan bel4jar anak dan fasilita.tor
pusat kegiatan belajar masyarakat.

5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok
pengasuhan, bina keluarga balita.

6. Bantuart biaya operasional penyelenggErra€rn pendidikan.
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belqjar tambahan bagr remaja, buku

bacaan, peralatan olah raga.
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan,

maupun anak lainnya.
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagr remaja seperti:

pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan
pembibitan untuk tanarnan, perikanan, dan/ atau perkebunan,
perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional,
sanggar seni dan budaya.

10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus
sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sarnpai minirnal
jenjang pendidikan menengah untuk keluarga rniskin, seperti:
a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
b. bantuan insentif pendarnpingan kepada ATS dan orang tua

dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur
(forrnal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum
atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;

c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di
satuan pendidikan;
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d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minirnal jenjang
pendidikan menengah;

e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
berkebutuhan ktrusus; dan

f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali
bersekolah.

11. Menyediakan beasiswa bagr anak-anak Desa yang berprestasi
untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau
pen didikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESE.'AHTERAAN KELUARGA
1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi

Sederhana)
Salah satu problem yang membuat ketatranan keluarga menjadi
rendah adalah kondisi ekonorni keluarga. Menurut data BADILAG
(2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab
perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus
perceraian, LO5.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai
penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks
ekonorni keluarga, ada 2 aspek yang sarna-sarna penting, yaitu
menambah pengha.silan (income generating) dan rnengelola
keuangan (financial managementl. Sela:rra ini sebegran besar
prograrn diara-hkan pada aspek menambah penghasilan,
sedangkan aspek rnengelola keuangarr keluarga dengan investasi
sederhana kurang rl iFerhatikan.
a. T\rjuan lJmum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkal kesejahteraan
ekonorni keluarga melalui perencanaarr keuangan keluarga
yang baik.

b. Tujuan Khusus:
1) Membangun paradigma mele,k finansial dan investasi.
2) Meningkatkan kemarnpuan menJrusun tujuan keuangan

keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan ;
3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana

keuangan (kalkulator) :

a) dana pendidikan anak;
b) dana ibadah; dan
c) dana kebutuhan khusus.

4)Meningkatkan pengetahuan terrtang jenis-jenis instrumen
investasi terutama tabungan ernas.

5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong
a) Materi Pelatihan :

(1) Melek finansial dalam perspektif agama;
(2) Dasar-dasurr perencanaan keuang€m, menJrusun tujuan

keuangan keluarga (timeline), finansial ch.eck-up;
(3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak,

dana ibadah, dana pensiun);
(4) Instrurnen fienis-jenis) investasi, mengukur risiko

investasi;
(5) Sirnulasi men5rusurr dan menghitung rencana keuangan

keluarga;
(6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
(7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan

keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, rernaja,
dewasa dan lansia);
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b) Bentuk Penggunaan Dana Desa:
(1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan

keuangan keluarga;
(2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk penda:rrpingan

pengelolaan keuangan keluarga;
(3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan

investasi sederhana (umurn) ;
(4) Pelatihan men5rusun rencana aksi untuk

dana/tabungan pendidikan anak; dan
(5) Penclampingan keluarga-keluarga warga Desa untrrk

pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader
Desa.

2. Pen5ruluhan Cegah Kawin Anak datarn Perspektif Agarna
Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan
besar. Berdasarkan data Riskesdas 2O1O, dari keseluruhan
perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8o/o perernpuan menikah
pada usia 1O-14 tatrun, sedangkan 42,30/" perempuan menikah di
usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umurr tentang kesehatan
dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab rnaraknya
kawin anak ini adalah pemahaman agarna yang kurang cukup
bagi orangtua, sehingga rnereka melestarikan tradisi ini. Karena
itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah
kawin anak dalam perspelrtif egarna.
a. T\rjuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua
pada khu susnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran
1) Warga Desa
2) Pernuka Aga:zra
3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa
1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam

perspektif agama;
2) PenSruluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak

dalarn perspel<tif agama; dan
3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak

dalam perspektif ag€una.
3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2OO7,
angka perceraian masitr berkisar pada angka 87q tetapi pada
akhir tahun 2Ol7 ang!<a ini melonjak sampai di angka 19,7o/o.
Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini
dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk
mengelola dinanrika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini,
Desa harus memberikan birnbingan perkawinan bag calon
pengantin. Prograrn ini saat ini diadaptasi rrenjadi prograrn
persiapan perkawinan bagi rem4ja, sehingga rnereka dapat
mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda
usia rnenikah bagr remaja.
a. Ttrjuan Umum

Meningkatkan pemahaman remqja tentang kernatangan pribadi
dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus
1) MeningkatJ<an pemahaman remqj a ata.s perkernbangan

kematangan pribadinya.
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2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar
perkawinan dan keluarga.

3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen
diri dan manqjemen hubungan, serta mengelola konflik.

4) Memfasilitasi remqja untuk merencanakan perkawinan,
terrrrasuk kapan mereka akan rnenikah.

c. Materi
(l) Psikologi perkembangan dan kematangan personal.
(2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah.
(3) Tantangan kehidupan keluarga rnasa kini.
(4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen

kon{lik.
(5) Merencanakan perkawinan.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
(1) Pelatihan tentang pereiapan perkawinan foagi remaja.
(2) Pelatihan pendidik sebaya (Peer Bducator).
(3) Pelatihan kader Desa pendarnping remaj a (pendarnpingan

sebaya).
(4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.

4. Pendidikan Keluarga Sakinah
Basi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas
kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai
problerna keluarga, rnisalnya kekerasan dalam rurnah talrgga,
percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungrr.ya
perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan
masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan
keluarganya.
a. T\rjuan Umum

Meningkatkan pematraman dan kecakapan hidup warga Lrntuk
mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau
kesejahteraan keluarga dalarn perspektif agama.

b. Trrjuan Khusus
1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga

sakinah.
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif

keadilan dalam keluarga.
3) Meningkatkan kecakapan tridup pasulri tentang psikologi

keluarga.
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola

konllik dalam perkawinan.
5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri

dalarn menqasuh anak dalam perspektif egarna.
6) Merringkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri

dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
c. Materi

1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat.
2) Mernbangun pondasi keluarga sakinah.
3) Mengelola konllik dengan 4 pilar perkawinan sakinah.
4) Pengasuhan anak dalarn keluarga sakinah.
5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
6) Memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi

pelatihan secara berseri;
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2) Pelatihan keluarga teladan pendatnping Keluarga Sakinah;
dan

3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga
teladan.

G.PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat
Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi
di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayal-
perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan,
dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa
tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan
penyalahgunaan narkoba, antara lain:
l. kegiatan keagamaan;
2. pen5ruluhan/ sosialisasi/ seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk,

baliho, poster, atau brosur / leaJlet; darr
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgrrnaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam
mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H.PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya

kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam
mengelola potensi dan aset Desa secara produktif. Kebutuhan
peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya rranusia
masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan
Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerj a dan
ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengun€ran
Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonorni produkdf;
2. terl.aga kerj a usia produktif;
3. kelompok usaha ekgnomi produlrtif;
4. kelompok perernpuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelornpok nelayan;
8. kelompok pengr4iin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan

10. warga Desa dan / atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi
Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia masyarakat Desa, penggun€urn Dana Desa dapat
diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang
difokuskan pada kebij akan produk unggulan Desa (prudes) dan
produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelaj aran dan
pelatihan yang dikernbangkan, antara lain:
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l pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, indu stri kecil
dan perdagangan;

2. pelatihan telmologi tepat guna;
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usal-a Kecil

Menengah Desa;
4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (liue skilt) bagl

masyarakat Desa; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan

dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputu skan dalam mu syawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi
warga Desa yang akan beke{a di luar negeri, antara lain:
1. ketrampilan kerja (menjal".it, bengkel motor/mobil, mengelas,

pertukangan, membatik, serta ukiran dan rreubeler);
2. penguasaan bahasa asing; dan
3. perpustakaan Desa yang dilenglapi dengan komputer laptop,

komputer desktop dan jaringan furternet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI
Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan

yang rnenjadikan pembangunarl Desa bersifat terbuka, arnan,
nyarnan, dan mengikutsertakan sernua orang dengan berbagai
perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status,
kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk wErrga Desa
penyandang disabilitas.

Desa Inklu si, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai
rrang bertemunya w€rrga Desa yang rnemiliki keunikan dan
perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi rl.ang
kehidupan lagi pribadi-pribadi individu yang rnemiliki ciri-ciri
khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki
perbedaan dalam kernarnpuan berpikir, cara rnelihat, rnendengar,
bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kema:npuan dalam cara
membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda
dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan
memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan
perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang
rnerniliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai
kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam
masyarakat inklusi, kita dengan perzrn masing-masing
mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi
adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta
ramah bag semua, yang setiap anggotarrya saling mengakui
keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud
Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat
digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana
dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:
1. Pembalgunan plengsengan / bidang rniring untuk aksesibilitas

bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman
Desa.

2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di ternpat umum
misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.

3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
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a. alat bantu dengar;
b. alat bantu baca;
c. alat peraga;
d. tongkat;
e. kursi roda; dan
f. kacarn ata.

J.PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA / KAWASAN
PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus
mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan egar penggunaan
Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan
Dana Desa secara berkelaljutan antara lain Dana Desa diswakelola
oleh Desa dengan mendayagunakan surnber daya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk
menentukan lsiteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan
sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan
Desa/kawasan perdesaan:
1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produlcrya

dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya
berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk
unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses
dan produk.

2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan rnerniliki
peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan
pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan
juga harus diarahkan ke pasar ekspor.

3. Produknya dapat mendorong tumbutrnya berbagai kegiatan
ekonomi lainnya, sehingga rnarnpu rnemberi kontribu si yang besar
terh adap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perd esaan.

4. Memiliki dukungan surnber daya manusia yang rnemadai serta
ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat
sasaran, selain didukung finansial yang cukup.

5. Memiliki kelayakan ekonorni dan finansial untuk tetap bertahan,
bahkan berkembang secara berkelanjutan.

6. Adapun prioritas produk unggulan yang akal dikembangkan di
suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang
mempunyai daya saing tinggi, baik lokal rraupurr ekspor.

7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan koduk
unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk
unggulan Desa sebagai pa5rung hukurn atas pemetaan dan
pengernbangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai
pembentukan dan / atau pengembangan produk unggulan Desa
(Prudes) dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan (kukades).
Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat
dibiayai Dana Desa, antara lain:
1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesist sebagian besar bermata
pencaharian nelayan. Untuk menambah penghasilan keluarga
nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat
menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan
Kerjasarna Antar Desa (BKAD). BKAD dapat rnenyelenggarakan
Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan
ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan
industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.
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Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan
pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan
dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan
Kabupaten. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk
membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan
yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan
mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.
Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang
berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha
utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan
terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini rnenjalin
kerjasama dengan berbagai pedagang di dalarr negeri maupun
pengu saha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi
goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan
Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya
tanarnan. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula
produksinya. Keberhasilan peningkatan produlrtivitas usaha tard
ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul
berrnutu. Untuk tanannan panganr, benih berrautu adalal- benih
yang bersertiEkat. Pada urnumnya petani melakukan u satra
budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui
dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani
sebagai produsen benih tanarnan pangan. Komoditas tanarnan
pangan yang merrriliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai
"benih' adalah padi, j agung dan kedelai di daerah-daerah sentra
produksi benih.
Dana Desa dapat digunakan untuk:
a. Pelatihan memproduksi benil- unggul; dan
b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sa5ruran Organik
Desa yang berada di wilayah pertaniarr dapat

mengernbangkan produk unggularr Desa berupa tanaman hias
dan tanaman obat keluarga serta sa5ruran dan buah organik.
Warga Desa yang rnata pencahariannya sebagai petani, berhasil
memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk
tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta. sa5ruran dan
buah organik. Manfaat yang diperoleh warga rnasyarakat Desa
adalah tambahan penghasilan keluarga serta ling]<ungan rurrah
yang bersih, sehat, asri dan nyarnan. Desa bekedasarna dengan
berbagai pihak seperti pagu5ruban pedagang saJrur, BUMDesa,
dan supermarket untuk memasarkan hasil usal.a tanaman hias
dal tanaman obat keluarga serta saJruran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi
Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu

udararrya rendah. Suhu udara maksirnum adalah 25.02 derajat
celcius dan suhu rninirnum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi
dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan
perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok
dengan iklirn dan cuaca di dataran tingsi. Kopi dapat dijadikan
produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di
kawasan dataran tinggi dapat mengembang!<an kerjasama antar-
Desa rnelalui perrbentukan Badan Keq'asama Antar Desa (BKAD)
yang secara khusus rnengelola kerj asama antar Desa untuk
pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.
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BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten
untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan
ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat
dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan
menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat
keci1.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan
bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada
masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji.
Namun derrikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya
kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga
dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolal.an biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk
kernasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk
oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersarna berasal dari Dana
Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menj alin kerjasama
antar Desa. Berrnodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan
pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi
di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan
perdesaan.

K.PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA / BUMDESA
BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di
bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan
mengembzrng!<an Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan /atau
BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa
Bersanna adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa,
sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat
kerjasarna antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai
Desa dalam menyertakan rnodal di BUMDesa dan /atau BUMDesa
Bersarna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk rnodal
BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana
Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:
l. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal

BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk
Usal.a Sirnpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman
kepada rrrasyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB
sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam
mu syawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan
Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha
BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah rninirnarket rnodern di Desa
yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat
mendayagunakan Dana Desa untuk rrrodal usaha BUMDesa yang
bergerak di bidang usaha pengelolaan sampatr dan lirnbah rumah
tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa
digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sarnpah serta
pendayagunaan limbah rninyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha
pembuatan biodiesel dari rninyak jelantah sangat potensial untuk
dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi
melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari
pengelolaan sampah dan pengolahan lirnbah minyak jelantah ini
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akan rnenjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini
didayagunakan untuk rneningkatkan kesejahteraan rnasyarakat
Desa seperti pemberian kartu sehat oletr Desa, peningkatan gizi
balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan
kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi
(pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama
mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat
keq'asama rnembentuk Badan Ke4'asama Antar Desa (BKAD)
sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa unhrk urusai
pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa
Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut
dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa
Bersarna adalah menyediakan bahan baku u saha konveksi,
menyediakan kredit mesin-rnesin untuk usa}.a konveksi, dan
rnernasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional
maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersanna ini dalam
mening|<atkan kualitas produk industri rumahan konvensi
menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di

Desa dan dikelola serta dikernbangkan oleh Desa melalui BUMDesa
dengan rnenggunakan Dana Desa. Yang dirnaksud dengan istilah
pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan
tenda yang dirniliki / dikelola oleh pedagang keci1, pedagang
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala
kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan
melalui tawar-merrawar. Fungsi pasar Desa bagr masyarakat Desa
meliputi:
l. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang

perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar

tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ru ang
bertemunya w€rrga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan

3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;
Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk

pernbangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:
1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. rnernotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para

tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok;
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi

lebih loreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai
ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli
produk-produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR
LAINI{YA DI DESA

Ernbung kecil adalah bangunan sederharra sebagai konservasi
air berbentuk kolatn /cekungan untuk firenarrlpurag air lirnpasan
(run off), rnata air dan /atau sumber air lainnya untuk mendukung
usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun
perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanal.
yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geornerrrbran. Bangunan
penampung aA lairnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan
Long Storage
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Pernbangunan Embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui
pemanfaatan semaksirnal mungkin areal pertanian yang telah ada,
yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan
yang pada saat mu sirn kemarau membutuhkan tambahan air agar
dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat
dikernbangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunam embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai
dengan Darra Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana
anggaran biaya (RAE!) pembangunan embung kecil dan bangunan
penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa
Telarik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya
menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan
mernbentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil
dan bangunan pen€rmpung air lainnya dapat dirnanfaatkan untuk
lokasi Desa Wisata maupuR usaha perikanan air ta$rar.
Pendayagunaam embung kecil darr bangunan penampung air
lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli
Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar
akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizt
untuk pening!<atan pemenuhan gzi bagr anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang
dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teloeis sebagai berikut:
1. Standar Telanis:

a. terdapat sumber air 1,ang dapat ditarnpung (air hujan, aliran
permukaan dan rnata air atau parit atau sungai kecil) tidak
diizinkan mengambil air dari saluran irigasi tekrris;

b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada
lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan

c. kriteria dan kornponen embung kecil, rrreliputi volume
tarnpungan antara 5OO m3 sampai dengan 3.OOO m. dan
dilaksanakan dengan sistem padat karlia oleh masyarakat
setempat.

2. Kriteria Lokasi Pernbangunan:
a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat

mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun

pada tanah berpasir, porous (rnudatr meresapkan air). Bila
terpaksa dibangun di ternpat yang porous, rnaka ernbung Desa
harus dilapisi rnaterial terpal/ geomembran ;

c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada
areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan
ke petak- petak lahan usa-ha tani, diprioritaskan pada Desa
yang berada/bersinggungan dengan kawasam lalan non irigasi
tel<nis/ tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanarnan
pangan dan palawija;

d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari
sumber air (sungai, mata aA) dan lahan pettanian yang akan
diairi;
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e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kernampuan Desa
dalam menyediakan area lokasi untuk pernbangunan embung
dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/ palawij a
yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penarnpung aA
lainnya dapat mempedornani Surat Edaran Kementerian
Pekerjaan Umurn dan Perumatran Ral<5rat Nomor OZ/SE/M/2Ofi
tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan
Penanrrpung Air Lainnya di Desa.

N.PENGEMBANGAN DESA WISATA
Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi

budaya yang turnbuh dan berkembang di masyarakat, yakrri
kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian
dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat
wisatawan lokal maupun rnarrcanegara datang dan berlibur ke
Desa.

Iklirn pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan
membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa
sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa.,
sekaligus seba.gai aseet Desa dalam rangt<a. mernp€rcepat
pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar lwmestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat
Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan rnasyarakat
lokal) dan Arnenitas (tempat tinggal anrtan, nyarn€rn dan berstandar
internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk rnembiayai
pembangunan Desa Wisata adalah:
1. mening!<atkan perekonomian Desa;
2. rnenciptakan lapangan pekedaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa

setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui

BUMDES.
Jenis-jenis kegiatan pernbalgunan Desa Wisata yang dapat dibiayai
dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa
antara lain:

1 . pondok wisata (lwmestagl yang berstandar nasional/ internasional;
2. toilet/McK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. ruang ganti dan/atau toilet;
5. pergola;
6. gazebo;
7. lampu Taman;
8. pagar Pembatas;
9. panggung kesenian/pertunjukan;

10. pusat jajanan kuliner;
I 1. tempat lbadah;
12. menara Pandang (viewing deck);
13. gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan outbound;
16. taman rekreasi;
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17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. tracking wisata mangrove;
20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, leallet, audio visual);
24. internet corner;
25. pelatihan pemandu Wisata;
26. interpretasi wisata;
27 . pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
28. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

wisata/Pokdarwis;
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O.PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOTOGI TEPAT
GUNA
Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola
secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di
Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain:
tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir,
pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi,
dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.
Pendayagunaan surnberdaya alam di Desa dapat rnenggunakan
teknologi tepat guna (TTG). Yang dirnaksud dengan tetrmologi tepat
guna adalah telmologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dapat rnenjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak
lingkungan, dapat dirnanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat
secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi
dan aspek ling]<ungan. Contoh-contotr penggunaan Dana Desa
untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan telmologi tepat guna
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Milco Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalarrran yang terpencil
dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan
listrik dari PLN. Narnun dernikian, bagr Desa-desa yang kondisi
alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus
mengalir walaupun kemarau dapat rnembangun pembangkit
fistrik tenaga rrikrohidro (PLTMH).
PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator
listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga
air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk
menggerakkan turbin yang dihubungl€n dengan generator listrik.
Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain
untuk:
a. membiayai pengadaan generator listrik;
b. membangun turbin;
c. mernbendung sungai; dan
d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.
Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik
Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari
pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalal. pada satu sisi
masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan
memanfaatkan surnberdaya alam dan telorologt tepat guna, pada
sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha
pengelolaan listrik Desa.
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2. Kehutanan Sosial
Pemerintah sedang menggalakan program perhutaraan sosial.
Perhutanan sosial adalah program legal yang rnernbuat
masyarakat Desa dapat turut mengelola trutan dan mendapatkan
manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam prograrm pertrutanan
sosial yaitu:
a. Hutan Desa yakrri hutan neg€rra yang hal pengelolaannya

diberikan kepada lembaga Desa untuk keseja}-teraan Desa.
b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan

utarnanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
setempat.

c. Hutan Tanarnan Rakyat yaitu hutan tanarnan pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
rnening!<atkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka rnenjamin kelestarian
sumber d aya hutah.

d. Hutan Adat yalmi hutan yang terletak di dalarn wilatah
rnasyarakat hutan adat.

e. Sistem Kernitraan Hutan yakrri kerjasama masyarakat setempat
dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan
(IUP) hutan, jasa hutan, izin pinj am pakai kawasan hutan atau
pernegang izin usaha industri prirner trasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa
dan/ atau war:ga Eaasyarakat Desa di sekitar: hutan untuk
mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintatr.
Setelah disetujui maka Desa dan/ atau rnasyarakat Desa dapat
mengolah dan rnengambil rranfaat dari hutan dengan cara-cara
yang ramah lingkungan. Dengarr cara ini maka masyarakat akan
rnendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pernerintah
dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka
ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual
oletr masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-
hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan
perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk
mernbiayai usaha ekowisata yang diaral.kan untuk menggerakan
roda p erekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum
Bagr Desa yang mernpunyai sumberdaya air, baik air gunung, air
sungai, rnaupurr air garnbut, dapat rnernanfaatl<an Dana Desa
untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum.
Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Telcrologi
tepat guna dapat digunakan untuk rnandi, cuci, kakus (MCK)
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari rrasyarakat Desa
tersebut. Pengolahan air gambut, aA gunung atau air sungai
menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola
oleh BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Palen
Surrrberdaya alam Desa sangat rnelirnpah, terutama hasil
pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, rraupun hasil
hutannya. Pengolal-an paska panen oleh rnasyararakat masih
menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian,
perkebunan, pedkanan laut dan darat rnaupun hasil hutan
banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga
kurang rnernberikan nilai tararbah bagr masyarakat.
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Dana Desa bisa dirnanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat
telrrrologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong
produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska p€rnen,
seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat
pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen
padi, alat pen5ruling daun ceng!<eh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin
Produlrtifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin,
banyak rnasyarakat yang lnerrrpunyai kernarnpuan kerajinan
tangan (handgcrafi), misalnya pengrqjin bambu jadi bakul, bambu
jadi sofa, pengrajin mebel, ku sen, ukiran dan lain sebagainya, ada
juga pengrajin gerabah yang perlu rlilsstraikan dan
dikembangkan.

Pengrajin yang ada di rnasyarakat Desa biasanya sudah terlatih
dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonorni
rnayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari
pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui
bantuan pengadaan tel,<nologi tepat guna yang dibutuhkan oleh
pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan
alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENCENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI M]TIGASI DAN
ADAPTASI
Upaya mengata.si dampak perubahan iklim dan menjaga
temperatur burni agar tidak rneningkat dilakukan dengan cara
melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklirn mulai dari
Desa.
Perubahan iklirn berdampak pada kehidupan manusia, termasuk
masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklirn
yang mempengaruhi berbagai aspek pada ala:a dan kehidupan
manusia, seperti trutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air,
habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan.
Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, ka5ru, dan
produk hasil hutan non-ka5ru. Hutan juga membantu menghambat
erosi tanah, rnenyirnpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan
dan tanamarr liar serta milcoorganisme. Perubahal iklirn dapat
menyebabkan kondisi hutan rnernburuk dengan banyaknya pohon
yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada
akhirnya menyebabkan kondisi hutan rnenurun dalarn
menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurLrn
dalam mengharrrbat erosi, menurun dalarn menyirnpan air, dan
lain-lain. Selanjutrrya masyarakat yang bergantung pada hasil
hutan juga menurun pendapatannya.
Contoh lain, kenaikan suhu, rreningkat atau menurunnya curah
hujan, meningkatrrya frekuensi dan intensitas badai tropis tringga
cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang
rrrengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian,
perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa
wujud dampak yang urnum dirasakan adalah mewabahnya
penyakit tanaman, rnenurunnya kapasitas produksi, gagal
tanarn / panen, perubahan pola tanarn atau berkurangnya hari
melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman seriu s dengan
terjadinya perubahan iklirn. Tidak hanya itu, dampak ikutannya
adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lurnbung
produksi pangErn. Jika pasokan pangan berkurang, akan
berdampak pada ketal.anan pangan lokal bahkan nasional.



4B

Selain itu, tekanan perubahan iklirn juga berpotensi menirnbulkan
bencana. Berbagai ancarnan yang umum menjadi gangguan
pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angtn
kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan
iklirn perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi
masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta
meningkatkan peran serta masyarakat dalarn penerapan pola
hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah
satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat
berakibat pada perubahan iklirn. Dunia saat ini sedang melakrrkan
berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas
rumah kaca dan dampak yang diakibatkarr terhadap Lingkungan
hidup rnanusia. Pengendalian perubahan iklirn dilakukan dengan
cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/ atau adaptasi
perubahan iklim. Upaya rnitigasi dan/ atau adaptasi perubatran
iklirn sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan
sebagian besar masyarakat Desa beker1'a di sektor pertanian yang
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklirn.
Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk
menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan
mitigasi perubahan iklirn merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumatr kaca
sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan
iklirn skala Desa perlu mernpertirnbangkan kondisi dan
karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan
kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:
1. rneningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat

Desa agar marnpu secara mandiri melakukan pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

2. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklirn di Desa adalah upaya untuk
meningkatkan kernarnpuan masy€rrakat Desa untuk menyesuaikan
diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditirnbulkannya
dengan mernpertirnbangkan skala prioritas berdasarkan
surnberdaya yang dirniliki dan karekteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada selrtor-sektor yang
rentan terhadap perubahan iklirn termasuk bagian dari adapta.si
perubahan iklirn. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa
perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti
pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas
rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam
agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat
meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubaha-n iklim bisa
berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada
dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber
daya. Guna menjarnin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat Desa dalam jangka panjang, pengguna€rn Dana Desa
dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi
perubahan iklirn, antara lain:
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l. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+
Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program
REDD+ / Reduction o.f Emissions from Deforestation and Forest
Degradation atau pengurangan ernisi dari deforestasi dan
degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi,
pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon.
Kegiatan pembangunan dan pernberdayaan rnasyarakat Desa
dalam kerangl<a REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:
a. Pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan

hidup, antana lain:
1) perbaikan lahan yang rusak rrelalui kegiatan mernbuat

hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan

lahan garrrbut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
3) pengemb€mgan wisata berbasis sumberdaya Desa

(ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara
berkelanjutan;

4) melakukan penghijauan, peng!<ayaan tanaman hutan
praldek wanatani (agroforestry);

5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
6) pembangunan dan pengelolaan tata air laharr gambut;
7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian

kebakaran hutan dan lahan untuk kelornpok Masyarakat
Peduli Api sebagei upaya pengelolaan hutan Desa yang
berkelanjutan.

b. penebangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan
sampah antara lain:
1) penyediaan tempat sarnpah untuk pewadahan dan

pemilahan sampah organik dan anorganik;
2) peralatan pembuatan kompos padat dan/ atau cair;
3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan

peralatan penangkap gas metan;
4 pengadaan alat angkut sarnpah;
5 pembangunan tempat pernbu angan sampah sernentara:
6 peralatan pengolahan jerarni padi; dan
7 pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya

pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara

lain:
1) pembangunan pembangkit listrik tenaga rnikro hidro

(PLTMH);
2) pendayagunaan telo:rologi tepat guna untuk listrik tenaga

surya, dan/ atau tenaga angin;
3) instalasi pengolahan lfunbah pertanian dan peternakan

untuk biogas;
4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk

biodiesel.
d. kegiatan pernberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian

lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklirn, antara
lain:
1-. pen5ruluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang

program REDD+;
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2. pengembangan sistem informasi dan penanganan
pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan
REDD+;

3. patroli kawasan hutan Desa;
4. pengernbangan kapasitas masyarakat Desa untuk rn€rlnpu

menjaga kawasan hutan dari pral<tek ilegal loging.
5. peningkatan kapasitas rnasyarakat Desa untuk rnelakukan

pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
6. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan

dan penanggulangan kebakaran hutan dan latran:
7. pelibatan masyarakat dalarn perlindungan, pengawetan dan

pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah
Desa; dan

8. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan
pupuk organik.

2- Kegiatan adaptasi perutrahan iklirn
Kegiatan adaptasi perubahan iklirn di tingkat tapak yang dapat
dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
a. pernbangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi

yang mendukung terbangunnya ketahanan iklirn mencakup
ketatranan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang
dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan
kegiatan antara lain:
1) pembuatan penarnpung/pemanen/peresapan air hujan

untuk meningkatkan cadangan air permukaan / tanah;
2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan

konservasi mata air/ sumber air bersih;
3) pernbuatan rumah bibit untuk pengernbangan varietas

unggul yang adaptif terhadap perubahan iklirn;
4) pengadaan peralatan / sarana untuk mengoptirnalkan

pemanfaatan lahan pekar€rngan bagi kegiatan pertanian,
perikanan, peternakan

5) perbaikan dan penataan sistem irigasi / drainase hernat air;
6) pengadaan sarana/prasarana untuk pengembangan mata

pencaharian alternatif yang tidak sentitif iklim;
7) pembuatan kebun holtikultura bersanna;
8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang

dapat memicu terj adinya wabah penyakit terkait iklirn; dan
9) pengadaan peralatan/ sarana untuk mencegah terbentuknya

jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan
kondisi yang mendukung terbangurrnya ketahanan iklirn,
antara lain:
1) peningkatas kapasitas masyarakat untuk mengakses dan

rnernanfaatkan layanarr informasi cuaca darr iklirn dalam
bentuk sekolah lapang dan/ atau model pelatil.an
rnasyarakat yang lainnya;

2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis
seperti banjir, longsor, banjir bandang;
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iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
Pengendalian perubahan iklirn dapat dilaksanakan dengan cara
menterpadukan kegiatan adaptasi dan rnitigasi perubahan iklim
secara berkelanj utan. Salah satu program yang merupakan
gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklirn
adalah Program Kampung Ildirn (Proklirn), yang dilaksanakan
dengan tujuan untuk rreningkatkan kapasita.s adaptasi
masyarakat terhadap dampak perubahan iklirn dan mendorong
kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan ernisi gas
rurnah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah ernisi
karbon. Pelaksanaan Proklirn diharapkan dapat rnemberikan
manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana
hidrorneteorologi.
Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalarn
kerangka Proklirn yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:
a. Pembangunan dan/atau pengadaan sar€rna-prasarana

pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait
perubahan iklirn, antara lain:
1) pem bu atan /perbaikan parit di area rentan banjir;
2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
3 pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
4 pembuatan tanggul pemecah ombak;
5 pembelian bibit dan pen€ur€rman bakau;
6 penananlan di lereng atau dengan strulrh.r r beton penahan

longsor (plengsengan);
7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan

sampah sernentara;
8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah / limbah

(misalnya: pembuatan pupuk organik, mesin cacatr);
9) rehabilitasi/relokasi pernukirnan penduduk di kawasan

rawan longsor; dan
1O) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti

rambu evakuasi, sisterr peringatan dini berbasis
masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
pengurarlg€ua emisi karbon dan bencana alam dikarenakan
perubahan iklirn, antara lain:
1) penyusun€rn rencana adaptasi dan rnitigasi perubahan

ikliln;
2) pelatitran kelompok masyarakat ProKlirn;
3) pen5ru sunan renc€lna tanggap bencana;
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3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas
pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata
pencaharian yang lebih tidak sensitif iklirn;

4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan,
pertanian inovatif dan adaptif perubatran iktirn; dan

5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklirn,
misalnya: pencegahan dernam berdarah rnelalui
pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M
(menguras, menirnbun dan menutup).



52

4) pelatihan relawan tanggap bencana;
5) sosialisasi dan sirnulasi bencana; dan
6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM
1. Bencana Alarn

Beberapa wilayatr di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana
alarn seperLi: banjir, gernpa burni, tsunami, maupun longsor.
Masalal- yang sering muncr.rl adalah bahwa masyarakat Desa
belum/ tidak cukup pengetatruan dalam menghadapi maupun
rnenanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa
mengalarni kerugian baik itu nyawa, materi rnaupun kerugian
inrnateriil.
Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan
bencana alam. Safah satu contohnya adalah Desa yang rawarr
bencana tanah longsor dapat rnenggunakan Dana Desa untuk
membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (earfu utarning
sysfem) yaitu:
1) pernbuatan tanda khusus pada daeratr rawan longsor

lahan;
2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang

rawarl tanah longsor;
3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh

dij adikan permukirnan ;
4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
5) rnelakukan reboisasi pada hutan yang pada saat irli datam

keadaan gundul, rnenanarn pohon-pohon penyangga dan
melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;

6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang
memiliki kerniringan yang relatif cur€rm;

7) rnerrbuat saluran pembuangan air rnenurut bentuk
permukaan tanah;

8) membuat d.art/ at-alu mengadakan sarana prasar€rna tanda
peringatan jika ada gej ala-gej ala bencana tanah longsor; dan

9) pelatihan rnasyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan
diri jika terjadi bencana tanah longsor.

b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, arrtara
lain:
l.Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian

para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
2. rnenyediakan dapur-dapur umum;
3. rnenyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih;

dan
4. penarrganan trauma pasca bencana bagr para korban.

2. Bencana Non alarn
Bencana non alam yang berupa panderni Corona Vints Di.sease
(COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa
kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Relawan Desa Lawam COVID-l9 dengan strulrtur
sebagai berikut:
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Struktur Relawan Desa l,awan COVID-19
Ketua : Kepala Desa
Wakil : Ketua Badan Permu syawaratan Desa (BPD)
Anggota : a.PerangkatDesa

b. Anggota BPD
c. Kepala dusun atau yang setara;
d. Ketua RW;
e. Ketua RT;
f. Pendarnping Lokal Desa;
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h. Pendamping Desa Sehat;
i. Pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j. Bidan Desa;
k. Tokoh Agama;
l. Tokoh Adat;

m. Tokoh Masyarakat;
n. Karang Taruna;
o. PKK; dan
p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkarntibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Desa.

b.Tugas Relawan Desa Lawan COVID-l9:
l)melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan

rnenjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus
Disease (COVID-l9) baik gejala, cara penularan, maupun
langkah-langkah pencegahannnya.

2)mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit
tetap, dan penyakit tr<ronis lainnya, serta rnendata keluarga
yang berhak mendapat manfaat atas berbagai keblj akan
terkait jaring pengarnanan sosial dari pemerintah pu sat
maupun daerah, baik yang telah rnaupun yang belum
menerir:ea;

3) mengidentilikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan
sebagai ruang isolasi;

4)melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat
cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan (hand
s anitize r) ditempat umum.

5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan
penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

6)menyediakan inforrnasi penting terkait dengan penanganan
Covid- 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor
telepon arnbulan, dan lain{ain;

7) melakukan deteksi dini penyeb ararr Corona Vints Di.sease
(COVID- 19), dengan memantau pergerakan masyarakat
melalui:
a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah

lain;
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c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau,
seperti buruh rnigran dan warga yang bekerj'a di kota-
kota besar; dan

d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODp)
dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disea.se
(covrD-19).

8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
9) mernastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau

kerumunan banyak orzrng, seperti pengajian, pernikahan,
tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan
serupa lainnya.

c. Penanganan Corona Vints Disease (COVID-l9) :

l)bekeda sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas
setempat

2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah

terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk
mengi solasikan diri;

4) mernbantu rnenyiapkan logistik kepada warga yang rnasuk
ru€rng isolasi;

5) menghubungi petugas medis dan / atau Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk lang!<ah
untuk tindak lanjut berikutrrya terhadap warga yang masuk
ruang isolasi.

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan
Pernerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas
Pernberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD).

3. Bantuan l,angsung T\lnai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
a. Sasaran penerirna Bantuan Langsung 'tunai (BLT) adalah

keluarga rniskin non PKH / Bantuan Pangan Non Trrnai (BPNT)
antara lain:
1) kehilangan mata pencaharian;
2) belum terdata (excfusion erofi; dan
3) mernpunyai anggota keluarga yang rentan sakit

menal.un/kronis.
b. Mekanisme Pendataan:

1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan
COVID- 19;

2) pendataan terfoku s rnulai dari RT, RW dan Desa;
3) hasil pendataan sasar€rn keluarga rniskin dilakukan

musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan
finalisasi data;

4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh
Kepala Desa; dan

5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa
dilaporkan kepada Bupati rnelalui Camat dan dapat
dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalarn waktu
selarnbat-larnbatnya 5 (lirna) hari kerja per tanggal diterima
di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran:
l)metode perhitungan penetapan jumlah penerirna manfaat

BLT Dana Desa mengikuti rurnus:
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a) Desa penerirna Dana Desa kurang dari Rp SOO.OOO.OOO
(delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana
Desa maksirnal sebesar 25o/o (d:ua puluh lirna persen) dari
jumlah Dana Desa.

b) Desa penerirna Dana Desa Rp aOO.OOO.OOO (delapan ratu s
juta rupiah) sarnpai dengan Rp 1.2OO.OOO.OOO (satu miliar
dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa
maksimal sebesar 3O%o (tiga puluh persen) dari jumlah
Dana Desa.

c) Desa penerirna Dana Desa lebih dari Rp 1.2OO.OOO.OOO
(satu miliar dua ratu s juta rupiah) mengalokasikan BLT-
Dana Desa maksirnal sebesar 35%o (tiga puluh lirna persen)
dari jumf ah Dana Desa.

d) Khusus desa yang jurnlah keluarga rniskin lebih besar dari
anggaran yang dialokasikan dapat menanrrbah alokasi
setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.

2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan
metode nontunai (ca.sh less) setiap bulan.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa:
llmasa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung

sejak April 2O2O; dart
2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1) Badan Permu syawaratan Desa;
2) Camat; dan
3) Inspektorat Kabupaten.

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala
Desa.

g. Mekanisme Perubahan Anglqaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NON
ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alarrr seperti gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.
Bencana alarn begl masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang
mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segcra setelah tedadi
bencana alam dilakukan kegiatarr tanggap darurat. Bencana
nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit
pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat
bencana alam dan / atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat:
a. Keadaan Bencana

1 ) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan
dan penyelam atan mandiri.

2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
b. Keadaan Darurat

l) Menyediakan MCK komunal sederhana.
2) Pelayanan kesehatan.
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3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan / atau ruang
perawatan korban.

4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di
pengungsian, seperti: rninyak angin, rninyak telon, obat
nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak
1) Memberikan pertolongan pertama

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan
kepada korban sebelurn dibawa ketempat rujukan
(Pu skesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan
Pertama (Kotak PP).

2) Penyediaan penampungan sementara (pos
pengungsian / Shelte) Menyediakan lokasi aman sebagai
lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak
dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk
korban bencana alam.

4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, terrnasuk

pengaturan distribu sinya.
6) Menyiapkal kebutuhan khusus untuk kelompok:

perernpu€ul, anak- anak, bayr, balita, lansia, kaum difabel
dan kelompok rentan lainnya.

7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak
bencana.

8) Menerima dan menyalurkan bantuan.
S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang rnenjadi prioritas dalam pengguna€m
Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah
pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi
peranglat lturrak (sofiutare) dan perangkat keras (harduare)
komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola
secara terpadu.
Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber
penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses
perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan
Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas
hidup manusia, pening|<atan kesejahteraan masyarakat Desa dan
penanggulangan kemiskinan haru s didukung oleh ketersediaan
data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu
inputrrya. Begitu juga pembangun€m Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah
Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang
faktual. Keterpaduan perencanazrn pembangunan Desa dengan
pembangunan kawasan perdesaan dan/ atau pembangunan daerah
mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pen5rusunan dan
pengembangan SID. Syaratnya, penJrusunan dan pengembangan
SID sebagairnana dirnaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa
hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah
sebagai berikut:
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Dilakukan dari, oleh dan untuk rrasyarakat:
1. Ada proses rekonlirmasi sehingga data yang diperoleh lebih

fakrual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan bg name, bg address sehingga

perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas

sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian
keadaan Desa dalam rnen1rusun rencana keq'a pembangun€rn
Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan
kegiatan, disamping pengadaan sofiut are dan hardu; areng a,
sebagai berikut:
l. Pening!<atan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari

rnasyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tirn Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direlrrut

dari masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis

data;
5. Pengelolaan data dan up dating data; dan
6. Publikasi data dan inforrnasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat
dirnanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pernbangunan Desa
yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan
akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DESA
Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara
menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa.
Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk
memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang
ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pembangunan
Desa maupun inforrrrasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:
l. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelornpok masyarakat miskin / rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:
1. pertemuan sosialisasi'
2. media cetak seperti papan inforrnasi, poster, baliho,

buletin Desa, koran Desa;
lea-flet
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3. media pandang-dengar (audio-uisuat) seperti radio, layar tancap
keliling, website Desa, televisi; dan

4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang
dilakukan melalui jurnalisme warga, balai ralgrat, jaringan bloger
Desa, danpenggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan
penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara
mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk rnenyebarkan
informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai
pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DIDESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa
adalah kesatuan masyarakat hukurn. Hal ini menegaskan bahwa
masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang
rnemiliki hak, kewajiban dan tanggungiawab hukurn (subyek
hukum) sebagai penerirna rnanfaat dari adanya Dana Desa yang
dikelola oleh Desa secara mandiri.
Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual
atau perj anjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar
masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu
mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka
perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perj anjian yang
bersifat legal. Dengan demikian, rnasyarakat Desa (sebagai pemilik,
pelaksana sskaligus penerirna manfaat prograrn) akan rnerniliki
kemarnpuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang
berlandaskan pada pendapat hukum dalarn kesepakatan-
kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak
kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontrakhral irri,
masyarakat penerirna Desa marnpu rnengatasi dan memecahkarr
masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat
perdata neaupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.
Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan
pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya
rentan tertradap rnunculnya penyirnpangan darr penyelewengan
dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalarn pelaksanaan
penggunaan Dana Desa pun teg'adi praktek- praktek korupsi.
Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek
korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses
pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus
secara serius mengabil langkah-langkall nyata untuk rnemerangi
tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada
masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan
dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari
pentingnya 'upaya mendorong penegakkan hukum" yang diternpuh
dalarn pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan rnemberi
bantuan hukum begt masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana
Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukurn bagr masyarakat Desa
yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:
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1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa
Penegakan hukum di ting!<at masyarakat dapat diwujudkan
apabila anggota masyarakat merniliki kapasitas pengetahuan
hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup
mereka. t angkah strategis menanannkarr kesadaran hukum di
kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada
masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus
menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengemban gatr Paralegal Desa
Pendidikan hukum secara langsung kepada masyarakat bukan
merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain
membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara
langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang
longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di
kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat
diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan
mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi
hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga
mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum
secara praktis dengan cara menempatkan tenaga parolegal di Desa.
Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-
langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan
hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga paralegal.
Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi
tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik
melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI KEDIRI
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
PIt. K kum

Penata Tingkat I
NrP. 1966112s 198903 1010

SUWONO
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR :18TAHUN2020
TANGGAL |11 -5-2O2O

it Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Kcluaraa Dana Desa
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

SAMPAI DENGAN TAHAP II (DUA} TAHUN ANGGARAN 2O2O

PEMERII{TAH DESA ............,.....
KECAMATAN

KABUPATEN KEDTRI

Pagu Desa :

REKENINC ANCCARAN RF]AI,ISAS] SISA TENACA
KER.]A

DURASI UPAH KPM BLT

1 2
URAIAN

URAIAN
KELUARAN

VOLUME
KELUARAN

CARA
PENGADAAN

Rp. Rp RP

"/O CAPAIAN
KELUARAN

Orang Hari Rp KK Rp.
IiF,T

I 3 6 7 8=6-7 9 10 11 12 13 14 15
PENDAPATAN
Transfer

JUMLAH PENDAPATAN

BELA}|JA
Bldang Penyelaaggrr&en
P€merhtehrl D.r!
SUB BIDANC
KEGIATAN,....
dst

Bldang Pelakaanaan
Pcmbantunan D63e

dst

Btda.og PeDbtDaart
X€matvararIetrn D.re
SUB BIDANG .

KECIATAN ,

dst

Bldang Pcmbcrdayaro
Mergeietat
SUB BIDANG .

KECIATAN....,
dst

II

II

II

IIrIIIIIII
-

-IIIIIIIII

IIII
III

-

IrI

II I

II
IIIIIIIIIIr

(

SUB BIDANG ............
KEGIATAN
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b. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DAITA DESA

(KOP SURAT).......

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

Jabatan Bupati

Alamat

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa

Alamat

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil
pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap
tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran

Tanggal

Materai

Rp.5.000,-

Stempel
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c format laporaa konvergend peucegahan sfulnlrlrtg tahua aaggaraa 3obelum[F

LAPIORAI{ KOIIVERGEI{SI PEITCEGAIIAIY STUTTITG TNGKAT DESA
TERIIADAP SASARAIT RT'UAH TAITCTGA 1,qx) HARI PERTAUA KEHTDUPAIT (HPKI

Kabupatcn
Dasa

Keca.oatan
Tahun

TABEL I. JUMLAH SASARAN I.OOO HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0.23 BULAN)

Sasaralr JML TOTAL RUMAH TANGGA I.OOO HPK

IBU HAMIL ANAKO_23BULAN

TOTAL KEK/RESTI TOTAL
GIZI KURANG/ GIZI
BURUK/STUNTING

JuEllah

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DE-TEKSI DINI STUNTING)

Sasaran JUMLAH TCNAL ANAK USIA
23 BULAN

o
HIJAU (NORMAL) Kuning (Resiko Stunting) Mcrah Terindikasi StuntinS

JuIillah

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI I.OOO HPK

Sasaian Indikator Jumla-h o/o (PERSEN)

Ibu Hamil

I Ibu hamil periksa kehamila-n paling scdikit 4 kali sclama kchamilan

2
Ibu hamil mcndapatkan dan minum 1 tablct tarnbah darah (pil FE) s.tiap haii minima.l
selafia 90 hari

3 Ibu bersa.lin mendapatkan layana.n nifas olch nakcs dilaksanakan minimal 3 kali

4
Ibu harail mcngikuti kcgiataa konscling gizi atau kclas ibu hamil Eini[ral 4 ka.li sclama
keha.ailan

5
Ibu hattil dcnSan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Encrgi Kronis (KEIO
ttr.ndapat kunjungan ke ruulah oleh bidan Dcsa sc(:ara tcrpadu minimal I bula, sekali

6 Rumah Tangga lbu harEil memiuki sarana akscs air minum yang atuan
7 Ruaah TanSga lbu ha.Elil aemiliki sa.rana ja.aban kcluarga yang layak

8 Ibu hamil mcmiliki jamina, layanan keschatar!

I Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap

2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di po$yandu sccaia rutin sctiap bulan
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3
Anat usia O-23 bular diukur panjang/tinggi badannya olch tcnaSa keschalrn tcrlatih
ainieal 2 ka-li dalatn s.tahun

4
Orarg tua/pcngasuh yang memiliki anaL usia 0-23 bulan Eengikuti kegiatan konscling
gizi sacara rutin miniaal s.bulan sekali.

Laki Jml

5
Ana.k usia 0-23 bulan dcntan status gizi buruk, gizi kurarS, dan stunting mendapat
kunjungan ke rumah sscara tcrpadtr minimal I bulan scka.li

6 Rumal. TanSSa anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akscs air minum yan8 aman
7 Rumai Tangga anak usia 0-23 bulan llemiliki saranajafiban yanS layal<

8 Ana.k usia 0-23 bula, memiliki aktc kelahiran
9 Anak usia 0-23 butan ocmilikijaainan layanan kes.hatan

l0 Orang tua/pengasuh yang meailiki anaksia O-23 bulan aengikuti Kclas Pcngasuhan
ainiaal scbulan sckali

Anak 2 sd 6
Tahun I AnaJ< usia 2-6 tahun tcrdafta.r dan altif Ecngikuti kcgiatan layanan PAUD

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No SASARAN
JUMLAII INDIKATOR

YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA TlNGKAT KONVERGENSI (7O)

I Ibu Ha]nil

2 Anak0-23Bulan

TOTAI, TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No BIDANG/KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA
KECIATAN KHUSUS PENCEGA}IAN STUNTING

ALOKASI DANA % (PERSEN)

I BidanS Pcmbangunan Dcsa

2 Bidang PctD berdayaan Masyar:akat Dcsa

Anak O sd
23 Bulan (0

sd 2 Tahun)

Kepala Desa



d.FORMAT SURAT

PERSYARATAN.

PENGAI{TAR PEIYYAMPAIAIT DOKT'MEN

(KOP SURAT).......

Kepada:
Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan
di

JAKARTA

SURAT PENGANTAR
NOMOR

No. Uraian Jumlah
Dokumen

Keterangan

1 Bersama ini
dokumen

disampaikan
persyaratarl

penyaluran tahap
dengan rincian
berikut:

sebagai

a
b
c dst

1 berkas Disertai kertas ke{a
(utorkstrcet) penghitungan
rincian Dana Desa setiap
Desa dan Daftar Rekening
Kas Desa

BUPATI



E. FORIUAT LEUBAR KONFIRMASI PEI{ERIMAAN PEITYALI'RAIII DANA
DESA DI REKEI{IIYG XAS DESA

.f

(KOP SURAT)

Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA
2O20 Kabupaten

Dengan rincian

TAHAP
TANGGAL
DITERIMA

JUMLAH
TERBILANG

(dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening

Nama Rekening

Nama Bank

, tanggal

KEPALA DESA,

Materai

Rp.5.000,-

Stempel
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f. Format laporan Kepala Deta kepada Bupati

LAPORAN KEPAI..A OESA KEPADA BUPATI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2O2O

SARANA PRASARANA OASAR SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR SARANA PRASARANA EKONOM SARANA PRASARANA LINGKUNGAN SARANA PRASARANA LA NNYA

NO
CIESA

HASIL
KEGIATAN

SESUAI

HASIL
KE6IATAN

SESUAI
VOLUME

HASIL

SESUAI SESUAI
NO

HASIL

sEsu r

KEC

1

IIIIIIIItIIIIIIItIrIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

rI II II
IIIIrIIIIIIIIIIIIIIII

I

-

I III-II II IIIIIII-II I IIIIIIII
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g. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DIISA KECAMATAN

KABUPATEN KEDIRI

NO. NIK NAMA KEPAIA KELUARGA /
YANG MEWAKILI

JUMLAH
PENERIMAAN

TANGGAL
PENERII\{AAN

TANDA TANGAN / CAP
JEMPOL

1 2 4 5 6
1

2
3

4
5

6
7

8
I

11

12
13

14
15

16
t7
t8
19

20
2L

22
a
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10
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R 2 3 4 6

25
27
28
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E

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (Pelalsana Kegiatan Angga-ran)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Plr.

SUWONO
Penata Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTR]SNO

ttd

NIP. 1966il25 198903 l0l0
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